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BISMILLAHIRRAHMA!IM""RAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

Menimbang :

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor
33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan
Regional, Kepala Daerah menetapkan Standar Harga
Satuan honorarium, perjalanan dinas dalam negeri,
rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor,
pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan
berpedoman pada standar harga satuan regional
dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas,
kepatutan dan kewajaran;

bahwa dalam rangka mengakomodir Standar Harga
Satuan selain yang sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, Bupati dapat menetapkan standar harga satuan
dengan me  Jerhatikan prinsip efisiensi, efektivitas,
kepatutan dan kewajaran sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

bahwa untuk menindaklanjuti rekomendasi pada
Laporan Hasil Pemeriksaaan BPK RI  Nomor:
617/S/XVIIL.BAC/ ™ /2022 perihal Penyampaian
Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Atas Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah
Kabupaten Simeulue, Pasal 3 Ayat (2) Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga

Satuan Regional. Serta untuk mengakomodir usulan



Mengingat :

komponen belanja SKPK pada saat penginputan RKA-
SKPK Tahun Anggaran ~923 pada Aplikasi SIPD maka
perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 21
Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun
Anggaran 2023.

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Simeulue Nomor 21
Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Tahun
Anggaran 2023.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan  Keistimewaan  Provinsi Daerah
Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten
Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48
tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen
dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3963);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang



Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 tentang kebijakan keuangan Negara dan stabilitas
sistem keuangan untuk penanganan pandemi CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (Covid-19) dan/atau dalam
rangka menghadapi ancaman yanag membahayakan
perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem
keuanagn menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan
Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk
penanganan pandemi CORONA VIRUS DISEASE 2019
(Covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi
ancaman yanag membahayakan perekonomian nasional
dan/atau stabilitas sistem keuanagn menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6516);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4440);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara
Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan lembaran Negara
4421);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota



Menetapkan :

DPRD {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang
Standar Harga Satuan Regional;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);

19. Peraturan Bupati Simeulue Nomor 21 Tahun 2022
tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2023
(Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2022
Nomor 21).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SIMEULUE NOMOR 21 TAHUN 2022
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN
2023.

PASAL I

Ketentuan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Bupati Simeulue
Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan
Biaya Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Simeulue Tahun 2022 Nomor 21) diubah, sehingga

berbunyi sebagai berikut:



(1)

(2)

()

Pasal 3

Standar Harga Satuan Biaya Tahun Anggaran 2023
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai
pedoman bagi satuan kerja perangkat kabupaten untuk
menyusun biaya komponen masukan kegiatan dalam
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten berbasis Kinerja Tahun Anggaran 2023.
Selain berfungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dalam rangka pelaksanaan kegiatan, Standar Biaya
Tahun Anggaran 2023 dapat berfungsi sebagai:
a. Batas Tertinggi; atau
b. Estimasi.
Honorarium Tim/ Sekretariat Tim kegiatan tidak dapat
dibayarkan kepada PNS yang menerima Tambahan
Penghasilan PNS kecuali diamanatkan oleh Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.
Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau belum
ditetapkannya beberapa besaran Standar Harga Satuan
Biaya sebagaimana dim¢' ud dalam Pasal 3 ayat (1)
maka Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dapat
mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dalam
Keputusan Bupati Simeulue dengan
mempertimbangkan hal-hal antara lain sebagai berikut:
a. Kekhususan satuan biaya yang dimiliki oleh SKPK.
b. Tuntutan peningkatan kualitas pelayanan publik
tertentu; dan/atau
c. Daerah terpencil/ daerah perbatasan/ pulau
terluar.
Standar Harga Satuan Biaya Tahun Anggaran 2023
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
penjelasan dan lampiran yang tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.
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DAFTAR ISI
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2023

No Uraian Lamp
1 2 3
1.1 HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN I
1.2 HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA I
1.3 HONORARIUM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG dan JASA (UKPBJ) I
1.4 HONORARIUM NARASUMBER / PEMBAHAS /PAKAR/PRAKTISI/PROFESIONAL/PANITIA/PERSONIL I
PENDUKUNG ACARA SEMINAR/RAKOR/SOSIALIASI/DISEMINASI/BIMTEK/WORKSHOP/KEGIATAN
SEJENIS I
1.5 HONORARIUM NARASUMBER/MODERATOR/PEMBAWA ACARA PROFESIONAL I
1.6 HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN I
1.7 HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA I
1.8 HONORARIUM ROHANIWAN 1
1.9 HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL, BULETIN, MAJALAH DAN PENGELOLA TEKNOLOGI
INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE I
1.10 HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN I
111 HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT) I
1.12 TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN I
1.13 HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL I
1.14 HONORARIUM DOKTER / PARAMEDIS NON PNS DI LINGKUNGAN RSUD SIMEULUE I
1.15 HONORARIUM PARAMEDIS NON PNS DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN I
1.16 INSENTIF DOKTER / PARAMEDIS NON PNS 1
1.17 STAF TATA USAHA BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRK, SEKRETARIS DAERAH, ASISTEN I
1.18 ADC/SUPIR BUPATI, WAKIL BUPATI, SEKRETARIS DAERAH, DAN PIMPINAN DPRK I
1.19 ISENTIF JAGA MALAM I
1.20 HONORARIUM SOPIR JAGA AMBULANCE I
1.21 HONOR JURI / DEWAN HAKIM I
1.22 HONOR GURU MENGAJI I
1.23 HONORARIUM PEGAWAI TIDAK TETAP !
1.24 BIAYA OPERASIONAL MUKIM I
1.25 INSENTIF OPERATOR ALAT BERAT (DILUAR JAM DINAS) I
1.26 TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA I
1.27 UANG LELAH TANGGAP DARURAT BENCANA I
1.28 TUNJANGAN RESIKO TINGGI (DAMKAR) I
1.29 HONORARIUM KELOMPOK PAKAR / TENAGA AHLI KELENGKAPAN DPRK DAN TENAGA AHLI FRAKSI I
1.30 HONORARIUM PANITIA SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI I
1.31 HONORARIUM PELAKSANAAN HUKUM SYARI'AH I
1.32 HONORARIUM TALI ASIH PENDAMPING PKH, TAGANA DAN TKSK I
STANDAR BIAYA KHUSUS I
1.33 STANDAR BIAYA KHUSUS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIMEULUE I
1.34 STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS LINGKUNGAN HIDUP I
1.35 STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PERKEBUNAN, PERTERNAKAN, DAN KESEHATAN HEWAN I
1.36 STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA !
1.37 STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PERHUBUNGAN I
1.38 STANDAR BIAYA KHUSUS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK I
1.39 STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN I
1.40 STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS SYARI'AT ISLAM I
1.41 STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN. PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA
BERENCANA I
1.42 I

1.43

STANDAR BIAYA KHUSUS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN WILAYATUL HISBAH
STANDAR BIAYA KHUSUS DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN







PENJELASAN
STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2023

1.1

SATUAN BIAYA HONORARIUM
Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, meliputi:

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan diberikan kepada:

1.

5.
6.

7.

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Barang Milik Daerah
diberikan kepada Pejabat/ Pegawai di lingkungan Pengguna Barang
dan Kuasa Pengguna Barang serta Arsip yang melaksanakan tugas
rutin selaku Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah, pejabat
penatausahaan BMD, pengurus barang pengelolaan BMD, Pembantu
Pengurus Barang Pengelola, Penatausahaan/pengurus barang
Pembantu berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

Kuasa Pengguna Anggaran;

Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dibayarkan
berdasarkan pagu yang dikelola/dikuasakan.

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);

- PPTK merupakan pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural
sesuai tugas dan fungsinya;

- Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural merupakan
penjabat satu tingkat dibawah kepala SKPK selaku PA dan/atau
memiliki kemampuan manajerial dan beritegritas;

- Dalam hal PA melimpahkan kepada KPA, PPTK merupakan Pegawai
ASN yang menduduki jabatan satu tingkat di bawah KPA dan/atau
kemampuan manajerial dan beritegritas;

- Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan
struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional dan/atau
fungsional umum selaku PPTK yang kriterianya sebagai berikut:

a. Pegawai ASN dengan pangkat dan golongan paling rendah Penata
Muda/Ill.a;

b. Memiliki kemapuan manajerial dan berintegritas;

c. Diutamakan pegawi ASN yang pernah mengikuti Diklat/Bimtek
Pengelolaan Keuangan Daerah;

d. Tidak  berbenturan kepentingan  dengan tugas dan
tanggungjawab.

Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten

(PPK SKPKJ;

Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan,;

Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan

Pembantu; dan

Pembantu PPK dan Pembantu Bendahara Pengeluaran / Penerimaan.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan
kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung
jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

Kepada penanggung jawab keuangan pengelola keuangan yang
mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium
dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran
didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA.
Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.




b. Untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja
pegawai di lingkungan SKPK, KPA dapat menunjuk bendahara
pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran
pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu
pada honorarium PPK SKPK sesuai dengan pagu belanja pegawai yang
dikelolanya.

c. Ketentuan Jumlah PPK SKPK diatur sebagai berikut: *)

1) Jumlah PPK SKPK yang membantu KPA:

a) KPA merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK
lainnya, jumlah PPK SKPK paling banyak 6 (enam) orang
termasuk bendahara pengeluaran pembantu.

b) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPK paling banyak 3
(tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.

2)Jumlah keseluruhan PPK SKPK yang membantu PPTK dalam 1

(satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari PPTK.

3)Jumlah PPK SKPK untuk PPTK digabungkan diatur sebagai berikut:

a) Jumlah PPK SKPK tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPK
sebelum penggabungan; dan

b) Besaran honorarium PPK SKPK didasarkan pada jumlah pagu
yang dikelola PPK SKPK.

d. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung
jawab pengelola keuangan dalam 1(satu) tahun anggaran paling
banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola;

e. Dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan
fungsional Bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan Honorarium
dimaksud.

Honorari~— Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa
untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan
barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:

a. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, kontruksi,
atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang —
undangan;

b. Menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja
pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan
pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium
dimaksud;

c. Jika pengguna anggaran tidak melimpahkan kewenangan
Pengeluaran Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
maka Pengguna anggaran (PA) dapat menerima honorarium sesuai
pagu anggaran yang dikelolanya.

Besaran honorarum PA tersebut sama dengan honorarium KPA
yang ditetapkan dalam peraturan Bupati ini.
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1.3

1.4

Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa
(UKT™J)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas
tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan
pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan
telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang - undangan, perangkat UKPBJ
tidak diberikan honorarium dimaksud.

Honorarium Narasumber atau Pembahas/ Tenaga Pakar/ Praktisi/
Profesional/ Panitia/ Moderator/ dan Pembawa Acara Seminar
/Rakor/ isialisasi/ Diseminasi/Bimtek/ Workshop/ Kegiatan
Sejenis

- Honorarium Narasumber/ Pembahas

Honorarium Narasumber atau Pembahas diberikan kepada Pejabat

Negara, Pejabat Daerah, Aparatur Sipil Negara, dan Pihak Lain yang

memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar,

rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan,
symposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis

(tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan

ketentuan sebagai berikut:

a. Satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium
narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik
dilakukan secara panel maupun individual.

b. Narasumber atau pembahas berasal dari:

1) Luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara atau
masyarakat; atau

2) Dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara
sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal
dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara atau
masyarakat.

c. Dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari Satuan
Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara, maka diberikan
honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium
narasumber/pembahas.

- Honorarium Tenaga Pakar/ Praktisi/ Profesional

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan
honorarium Pakar/ Praktisi/Profesional dari luar lingkup Pemerintah
daerah/ Lembaga penyelenggara yang mempunyai keahlian/
profesionalisme dalam ilmu/ bidang tertentu dalam kegiatan seminar/
rapat/ sosialisasi/ desiminasi/ workshop/ sarasehan/ symposium/
diklat/ lokakarya/ focus group discussion/ kegaitan sejenis yang
diselenggaranakan baik didalam daerah maupun diluar daerah yang
dilaksanakan secara langsung (offline) maupun daring (online) melalui
aplikasi secara live dan bukan rekaman/ hasil tapping.

- Honorarium Panitia
Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil Negara yang diberi
tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan
kegiatan seminar, rapat, kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop,
sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang
pe<erta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar Satuan
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1.5

Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara dan/atau masyarakat.
Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi,
diseminasi, workshop, sarasehan, symposium, lokakarya, dan kegiatan
sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur
sipil Negara harus dilakukan secara selektif dengan
mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu
pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat pulu) orang atau lebih, jumlah panitia
yang dapat diberikan maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah
peserta dengan mempertimbangkan efesiensi dan efektifitas.
Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 orang, jumlah panitia
yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Honorarium Moderator

Honorarium Moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil

Negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang

untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar,

rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan,

symposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis

(tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

a. moderator berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
penyelenggara; atau

b. moderator berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama
kegiatan berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan/
atau masyarakat.

Honoraium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil
Negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang
untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar,
rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, symposium,
lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal kepala
daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan
dihadiri lintas Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan/atau
masyarakat.

Biaya Kepesertaan

Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan Biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan fullboard,
Kegiatan Fullday, Kegiatan Halfday, atau kegiatan residence.

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan
pelaksanaan Kkegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan
peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau
pulang diluar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya
penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang
berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah
pelaksanaan kegiatan.

Honorarium Narasumber, Moderator, atau Pembawa Acara Profesional

Pemberian Honorarium Jasa Narasumber, Moderator, atau Pembawa
Acara Profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang
mempunyai keahlian dan/ atau Pengelaman tertentu dalam ilmu dan/
atau bidang tertentu untuk keociatan Seminar, Rapat Koordinasi,
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Sosialisasi, Diseminasi, dan Kegiatan Sejenisnya.
Pemberian Honorarium Jasa Narasumber, Moderator, atau Pembawa
Acara Profesional (Pakar, Praktisi, atau Pembicara Khusus) dapat
melebihi besaran standar honor Narasumber, Moderator, atau
Pembawa Acara sebagaiamana diatur sepanjang di dukung dengan
bukti pengeluaran riil (Pembiayaan secara at cost).

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan

Tim yang keaggotaannya berasal dari lintas Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten, pengaturan batas jumlah tim yang dapat diberikan
honorarium bagi pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV,
pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim ' aksud, jumlah
keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan
sebagai berikut:

Klasifikasi
No Jabatan —
I II I

1. | Pejabat Eselon II 2 3 4
2. | Pejabat Eselon III 3 4 )

Pejabat Eselon IV, Pelaksana, dan Pejabat
3. . S 6 7

Fungsional

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang

diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah Kabupaten Simeulue yang
telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi
lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta
rupiah) per bulan.

b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah Kabupaten Simeulue yang
telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi
lebih besar atau sama dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per
bulan dan kurang dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per
bulan.

c. Klasifikasi Il dengan kriteria pemerintah Kabupaten Simeulue yang
telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi
kurang dari Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum
menerima tambahan penghasilan.

1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam
suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas
tertentu ber’ sarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris
daerah.
Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah
sebagai berikut:
a. Mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
b. Bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:

1) Dengan mengikutsertakan instansi pemerintah  diluar
pemerintah  daerah  yang  bersangkutan  untuk  tim
ditandatangani oleh kepala daerah; atau

2) Antar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten untuk tim yang
ditanda tangani oleh sekretaris daerah.
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c. Bersifat temporer dan = pelaksanaan = kegiatannya = perlu
diprioritaskan;

d. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
e. Dilakukan secara selektif, efektif, dan efesien

. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas

melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim

pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak

terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk

menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris

daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

a. Paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan
yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau

b. Paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang
ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksanan kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga)

tahun berturut-turut, pemerir° h daerah propinsi, kabupaten, atau

kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan

tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.

. Honorarium Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI)

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam Tim
Sapu Bersih Pungutan Liar (SABERPUNGLI) melaksanakan suatu tugas
tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah.

Kegiatan Saberpungli bersifat koordinatif Dengan mengikutsertakan
instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang pelaksanaan
kegiatannya perlu diprioritaskan

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli dan Beracara.

1.

Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan atau saksi ahli diberikan kepada
pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara dan pihak lain
yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau
keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan
dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi
keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium
dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli
dapat memberikan honorarium dimaksud.

. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat Negara, pejabat daerah,
aparatur sipil Negara dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara
mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang
merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji
dan tunjangan kinerja atau tunjagan tambahan.

Honorarium Rohaniwan
Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh
pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah
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jabatan.

Hono: ium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola
Teknologi Informasi d- - Pengelola Website.

1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal
Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun
dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana
dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.
Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau
internasional dapat diberikan honorarium mitra bestari (per review)
sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang
per jurnal.

2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah
Honorarium tim penyusun bulletin/majalah dapat diberikan kepada
penyusun dan penerbit bulletin atau majalah berdasarkan surat
keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan
jurnalistik, pandangan tentang topic actual yang patut diketahui
pembaca.

Bulletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi
warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara
periodic yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi
tertentu.

3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website
Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat
diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak
termasuk media social) berdasarkan surat keputusan kepala
daerah.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah
daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi website sudah merupakan
struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam
komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau
website tidak diberikan honorarium dimaksud.

Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan diberikan kepada
penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil
ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Honorari penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat)
1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang

memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience

sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan

pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuang sebagai

berikut:

a. Berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara
atau masyarakat;

b. Berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat Kabupaten
penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang
menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah
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penyelenggara dan/atau masyarakat; atau

c. Dalam hal penceramah tersebut berasal dari Satuan Kerja
Perangkat Kabupaten penyelenggara maka diberikan honorarium
sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramabh.

2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar Satuan Kerja Perangkat

Kabupaten penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar
Satt . Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara sepanjang
kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari Satuan Kerja Perangkat
Kabupaten penyelenggara.

3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam Satuan Kerja Perangkat

Kabupaten penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten penyelenggara, baik widyaiswara
maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas
kelebihan jumlah minimal tatap jam muka. Ketentuan jumlah tatap
muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium penyusuna modul pendidikan dan pelatihan dapat

diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberikan

tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan berdasarkan surat keputusan kepala daerah. Pemberian
honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

a. Bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan
minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. Satuan biaya ini diperuntukan bagi penyusunan modul pendidikan
dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan
pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan subtansi modul
pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

5. Honorarium Panitia Penyelenggaran Pendidikan dan Pelatihan

Honorarium panitia penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dapat
diberikan kepada penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang
melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator,
dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik
dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang
bersangkutan;

b. Dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;

c. Jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia
yang dapat diberikan honor paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari
jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan;

d. Jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia
yang dapat diberikan paling banyak 4 (empat) orang; dan

e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan adalah 40 (empat puluh) menit.

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten

Honorarium tim anggaran pemerintah kabupaten dapat diberikan kepada
anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 anggota.
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1.14

1.15

1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

Honorarium Penyuluh Non Pegawai Negeri Sipil

Honorarium Penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti
upah kerja kepada non aparatur sipil Negara yang diangkat untuk
melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang
berwenang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Honorari Dokter/Paramedis Non PNS dilingkungan RSUD

e ___ _ __41__
) 2

Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri (Kontrak) yang
berprofesi sebagai Dokter Spesialis/dokter umum/Paramedis yang
dikontrak oleh Pemerintah Daerah dengan Universitas maupun Lembaga
tertentu untuk membantu pelayanan di pada RSUD Simeulue dan
diangkat berdasarkan Keputusan Bupati (tidak dibenarkan kepada
Pegawai Negeri Sipil).

Honorarium Paramedis Non PNS dilingkungan Dinas Kesehatan
Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri (Kontrak) yang
berprofesi sebagai Dokter Spesialis/dokter umum/Paramedis yang
dikontrak oleh Pemerintah Daerah dengan Universitas maupun Lembaga
tertentu untuk membantu pelayanan di pada Dinas Kesehatan dan
diangkat berdasarkan Keputusan Bupati (tidak dibenarkan kepada
Pegawai Negeri Sipil)

Insentif Dokter/Pars  *° Non PNS

Insentif diberikan kepada Non Pegawai Negeri (PTT/Kontrak) yang
berprofesi sebagai Dokter/ Paramedis berdasarkan Keputusan Pejabat
yang berwenang dan Keputusan Bupati serta tidak dibenarkan diberikan
kepada Pegawai Negeri Sipil.

Staf Tata Usaha Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRK, Sekretaris
Daerah, Asisten

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/ Non Pegawai Negeri
yang diberikan tugas sebagai staf tata usaha ruang kerja Bupati, Wakil
Bupati dan Pimpinan DPRK, Sekretaris Daerah, Asisten.

Honorarium ADC/Supir Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan
Pimpinan DPRK

Honorarium diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil/Non Pegawai Negeri
yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas rutin selaku Ajudan, Supir
Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRK dan Sekretaris Daerah.

Untuk membantu kelancaran tugas Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan
DPRK dan Sekretaris Daerah.

Insentif Jaga Malam

Honorarium Jaga Malam diberikan kepada penjaga Kantor/ Satpam/
Petugas Kebakaran. Dokter Jaga UGD/Para Medis/Menko jaga yang
melakukan kegiatan dinas pada malam hari.

Hc¢ rarium Supir Jaga Ambulance
Honorarium supir ambulance dapat diberikan kepada Pegawai Negeri
Sipil/Non Pegawai Negeri yang mengantar/menjemput Pasien.

Honor Juri/Dewan Hakim
Honor juri dapat diberikan kepada orang yang mempunyai keahlian
tertentu pada acara perlombaan Tingkat Kabupaten, SKPK dan
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1.23

1.24

1.25

1.26

Kecamatan.

Honor Guru Mengaji
Honor guru mengaji dapat diberikan kepada petugas guru mengaji Mesjid
Agung Kabupaten Simeulue.

Honorarium Pegawai Tidak Tetap
Honorarium diberikan kepada Non Pegawai Negeri, yang ditunjuk untuk
melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berdasarkan
surat keputusan Bupati dan atau kepala SKPK dan kontrak kerja.
a. Honor Lembaga Keistimewaan Aceh (MPU,MAAMPD, Baitul Mal)
ditetapkan dengan SK Bupati
b. Honor Pegawai Kontrak Daerah ditetapkan dengan SK Bupati
c. Khusus Honor Pegawai Kontrak Daerah SATPOL PP/ WH ditetapkan
dengan SK Bupati
d. Honorarium Guru Baca/ Tulis Al Qur’an ditetapkan dengan SK Bupati
e. Honor/Tunjangan Pemerintah Aparat Mukim ditetapkan dengan SK
Bupati
Insentif Petugas Mesjid Kabupaten, Kota dan Kecamatan ditetapkan
dengan SK Bupati
g. Cleaning Service pada setiap SKPK ditetapkan dengan surat
penrjanjian kerja yang ditandatangani kepala SKPK
h. Tenaga Kebersihan ditetapkan dengan SK Bupati
i
J-

g

Honor Pegawai Kontrak Daerah (Damkar) ditetapkan dengan SK Bupati
Operasional Penyuluh Lapangan pada Dinas Pertanian ditetapkan
dengan SK Bupati

Biaya Operasional Mukim
Biaya Operasional diberikan kepada mukim dalam Kabupaten Simeulue
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Mukim.

Insentif Operator Alat Berat (Diluar Jam Dinas)
Insentif diberikan kepada Operator alat berat yang bekerja diluar jam
Dinas.

Tambahan Peng™ ™ ~ Berdasarkan Pertimbar~n Objektif L *nya

1.26.1.Tunjangan Hari Meugang (THM) dan Tunjangan Hari Raya (THR)
Non PNS diberikan kepada Ketua MAA/ MPD/ MPU/ Baitul Mal,
Wakil Ketua MAA, MPD,MPU dan Wakil Ketua Baitul Mal, Honor
Daerah, Kontrak, Bakti SK Bupati (Guru BTQ), Cleaning Service,
Anggota MAA,MPD,MPU dan Baitul Mal

1.26.2 "~ “ex*"" Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Insentif Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibayarkan
perorang/kasus yang minimal sampai dengan Surat Penghentian
Penyidikan Perkara (SP3) terhadap sebuah kasus penyidikan.

1.26.3 Insentif Pengelola ™ - pal Patroli Perikanan
Insentif yang diberikan kepada petugas pengelola kapal milik
negara, ruang lingkup tugas yang diberikan mulai dari
menjaga/membersikan, mengoperasikan, menghidupkan,
menjalankan, sehingga diharapkan kapal akan terawat dan siap

untuk dioperasikan sewaktu-waktu ada kegiatan yang akan
dilakukan.




18

1.27

1.28

1.29

1.30

1.31

1.32

1.33

1.26.4 Operasional Penegakan Hukum terhadap Illegal Fishing
Biaya operasional yang diberikan kepada tim penyidikan dan
penyelidikan tindak pidana perikanan.

Uang Lelah Tanggap Darurat Bencana
Uang Lelah Tanggap Darurat Bencana dibayarkan apabila diberlakukan
status Tanggap Darurat Becana sesuai dengan Surat Keputusan Bupati.

Tunjangan Resiko Tinggi (DAMKAR)

Tunjangan Resiko Tinggi di berikan berdasarkan resiko yang tinggi atas
tugas pemadaman kebakaran dan hanya diberikan dalam hal dilakukan
tindakan atas kejadian kebakaran

Honorarium Kelompok Pakar/ Tenaga Ahli Kelengkapan DPRK dan
Tenaga Ahli Fraksi

Honoraium Kelompok Pakar/Pakar Ahli Kelengkapan DPRK dan Tenaga
Ahli Fraksi diberikan kepada Pegawai Negert /Non Pegawai Negeri yang
diberikan tugas untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas dan
wewenang DPRK berdasarkan surat keputusan Bupati.

Honorarium Panitia Seleksi Jabatan F* ;" an Tinggi

Honorarium diberikan kepada Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama, Tim Assesment dan Sekretariat Panitia Seleksi Jabatan Pim
pinan Tinggi Pratama berdasarkan Surat Keputusan Bupati

Honorarium Pelaksanaan Hukum Syariah
Honorarium diberikan kepada penyidik, penuntut, peradilan, eksekutor,
petugas keamanan, petugas kesehatan, petugas pengawalan.

Honorarium Tali Asih Pendamping PKH, Tagana dan TKSK

Honorarium diberikan kepada Pendamping PKH, Tagana, TKSK yang
ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati.

STANDAR HARGA SATUAN F™™JSUS

Sekretariat Daerah

Standar Kekhususan Sekretariat Daerah merupakan Biaya Operasional
Lainnya Sekretariat Daerah (Non PNS) dan Insentif Petugas Protokoler
diluar Jam Dinas.

Untuk biaya operasional lainnya bagi petugas pelayanan tamu, petugas
persiapan tempat, driver tamu, petugas kebersihan, petugas pemasangan
teratak, Patwal, petugas musholah, Personil Tari Gelombang, Personil
Rangkul adat, caraka, petugas instlasi listrik, petugas instalasi air dan
petugas sound system, THM dan THR Pamtup non PNS/ ADC (tidak dapat
diberikan apabila telah menerima gaji ke-14), jika personilnya adalah
ASN/Tenaga Kontrak Daerah maka biaya operasional sebagaimana
tersebut tidak dapat dibayarkan karena telah melekat pada tugas dan
fungsinya.

Insentif Protokoler diluar jam dinas.

Insentif Protokoler diluar jam dinas diberikan kepada PNS/ Non PNS yang
ditunjuk berdasarkan Surat Tugas yang dikeluarkan pejabat berwenang
untuk melaksanakan tugas protokoler diluar jam dinas.
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1.34

1.35

1.36

1.37

1.38

1.39

1.40

1.41

Dinas Lingkungan Hidup

Standar Kekhususan Dinas Lingkungan Hidup merupakan Insentif
Khusus, Biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Operasional Alat Kebersihan,
Biaya Pemeliharaan Alat Kebersihan, Perbaikan/ Rehab Berat Sarana
Persampahan, Belanja Tenaga laboraorium.

Catatan : Rehab Berat Sarana Persampahan dapat dilakukan Max 3 (tiga) tahun
sekali

Dinas Perkebunan, Peternal-- -, Dan Kesehatan Hewan

Standar Kekhususan Dinas Perkebunan, Peternakan, Dan Kesehatan
Hewan merupakan Honorarium/Jasa Operasional

Honorarium Tidak dibayarkan kepada PNS yang menerima Tambahan
Penghasilan Kecuali merupakan tugas tambahan atau perangkapan
fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari

Dinas Pemuda Dan Olahraga
Standar Kekhususan Dinas Pemuda Dan Olahraga merupakan Insentif
Pelatih dan Uang Binaan Atlet dan Standar Operasional kegiatan KONI.

Dinas Perhubungan

Standar Kekhususan Dinas Perhubungan merupakan Insentif Driver Bus
Angkutan Sekolah, Insentif Pengelola Stasiun Meteorologi, Gaji Anak Buah
Kapal, Insentif Berlayar Anak Buah Kapal, Standar Biaya Docking Kapal,
Rehab Kapal, Rehab Bus Operasional, Rehab Rakit Penyebrangan dan
Belanja Jasa Angkutan.

Badan Kesat~~n Bangsa Dan Politik
Standar Kekhususan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik merupakan
Honorarium FORKOPIMPDA

Dinas Kelautan Dan Perikanan

Standar Kekhususan Dinas Kelautan Dan Perikanan merupakan Insentif
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), Insentif Panglima Laot
Kabupaten, Insentif Panglima Laot Kecamatan.

Dinas Syari'at Islam

Standar Kekhususan Dinas Syari'at Islam merupakan Biaya Pendidikan
Pembinaan Qari-Qari'ah dan Hafidz/ Hafidzah, Biaya Makan dan Minum
Qari-Qari'ah dan Hafidz/ Hafidzah, Honorarium Tenaga Didik Dayah/
Pesantren, Honorarium Kegiatan Manasik Haji, Belanja Sosialisasi,
Belanja Sewa, Standar Pelaksanaan MTQ, Honorarium Pembinaan Warga
Binaan Lembaga Pemasyarakatan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Pe " lungan Anak Dan Keluarga
Berencana

Standar Kekhususan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak Dan Keluarga Berencana merupakan Jasa Tenaga Kesehatan,
Operasional Pendamping Calon Pengantin, Ibu Hamil, Pendamping Pasca
Persalinan, Biaya Operasional Pembinaan Program Oleh Kader PPKBD,
Honorarium Narasumber, Belanja Uang Saku, Belanja Media Iklan,
Belanja Transportasi, Belanja Bahan Makanan, Honorarium Tim
Pendamping dan Belanja Operasional
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1.42

1.43

1.44

1.45

Standar Biaya Khusus Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul
Hisb ™

Insentif Petugas Patroli Pengasawan Qanun Daerah diberikan kepada
Petugas Non PNS yang ditunjuk berdasarkan Surat Tugas yang
dikeluarkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
untuk melakukan patrol Pengasawan Qanun Daerah yang dilaksanakan
diluar jam dinas.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

Standar Kekhususan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan merupakan
Biaya Pemeliharaan, Belanja Sewa, Belanja Latihan, Belanja Pameran dan
Belanja Make-Up

Badan Perencanaan Pembangunan

Standar Kekhususan Badan Perencanaan Pembangunan merupakan
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana
Kegiatan.

[*—1s " »m —ikasi, Informatika dan Persandian

Standar Kekhususan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
merupakan Besaran Biaya Greeting/ Iklan Media yang diberikan kepada
media resmi yang terdaftar sesuai ketentuan perundang-undangan.
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II

STANDARISASI BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN ANGG®TAN
2023

Satuan biaya keperluan sehari-hari Perkantoran.

Untuk keperluan sehari-hari perkantoran perhitungan paling maksimal
dapat dianggarkan pada setiap Pegawai,digunakan untuk pembelian alat
tulis kantor (ATK), barang cetakan, komponen alat-alat listrik, langganan
surat kabar/majalah, surat menyurat, alat kebersihan dan bahan
pembersih.

SKPK yang memiliki jumlah Pegawai Negeri Sipil non Fungsional dibawah
10 orang dapat mengalokasikan maksimal Rp. 22.000.000,- sedangkan
jumlah Pegawai Negeri Sipil (Non Fungsional) dan Non PNS sampai dengan
40 (empat puluh) orang dapat mengolokasikan maksimal Rp. 60.870.000,-
(enam puluh juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) per tahun, SKPK
yang memiliki Pegawai Negert Sipil non fungsional melebihi 40 (empat
puluh) orang dihitung berdasarkan standar dikalikan dengan jumlah
Pegawai Negeri Sipil non fungsional Rp. 1.530.000 (satu juta lima ratus
tiga puluh ribu rupiah)/Pegawai.

Administrasi Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pengadaan Barang
"1 aya

Untuk kelancaran Pengadaan Jasa Konstruksi dan pengadaan barang
lainnya dapat diannggarkan biaya administrasi ATK, Penggandaan dan
biaya Dokumentasi sesuai dengan standar.

Administrasi Pengadaan Jasa Konsultasi.

Untuk kelancaran Pengadaan Jasa Konsultasi dapat dianggarkan biaya
administrasi ATK, penggandaan dan biaya dokumentasi sesuai dengan
standar.

Alat Tulis Ki “or Kegiatan
Alat Tulis Kantor dikeluarkan pada saat kegiatan tersebut dilaksanakan
disesuaikan dengan jumlah pagu yang telah ditetapkan.

Satuan Biaya Diklat Pimpinan/Struktural

Biaya Diklat Pimpinan/Struktural diberikan untuk kebutuhan biaya
diklat penjenjangan bagi pejabat/pegawai yang akan/telah menduduki
jabatan tertentu. Satuan biaya sudah termasuk biaya observasi lapangan
namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

Satuan Biaya Latihan Prajabatan

Biaya Diklat Prajabatan diberikan untuk kebutuhan biaya diklat
prajabatan bagi calon Pegawai Negeri Sipil sebagai syarat untuk diangkat
sebagai Pegawai Negeri Sipil, biaya sudah termasuk biaya observasi
lapangan namun belum termasuk biaya perjalanan dinas peserta.

Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Gelar/Non Gelar

Bantuan beasiswa Pendidikan yang digunakan untuk kebutuhan biaya
bantuan beasiswa program gelar/Non Gelar dalam negeri yang diberikan
kepada pegawai negeri dalam Kabupaten Simeulue yang ditugaskan
untuk melanjutkan pendidikan yang dibiayai dan

ditanggung oleh Pemerintah, terdiri dari biaya hidup dan
biayaoperasional, uang buku dan referensi pertahun, dalam
pengusulannya dilampiri dengan TOR, RAB dan SPTJM.
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Satuan Biaya Makan/Minum, terdiri dari :

a. Makan minum snack rapat/ pelatihan, disesuaikan dengan kebutuhan
dan kondisi /bentuk pelaksanaan rapat.

b. Makanan/minuman penambah daya tahan tubuh,diberikan hanya
kepada tenaga komputer, petugas laboratorium, foto X-Ray, pertugas
kefarmasian dan petugas beresiko tinggi lainnya.

c. Makan dan minum Pasien rumah sakit, Anak Asuhan (panti),
penyandang masalah kesejahteraan sosial disesuaikan dengan standar

d. Belanja Maulid, makan dan minum pada Acara Hari Besar Umat Islam
(maulid) yang di bebankan kepada masing - masing satuan kerja

e. Biaya pendukung pendidikan dan kesehatan serta kebersihan anak
panti asuhan.

Satuan Biaya Pemeliharaan
1. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun
perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau
bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan
gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau
perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan
2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk
pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki
spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan
gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau
bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.
Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri
dialokasikan untuk:
a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau
dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang
adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan
pemeliharaan.
2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya
yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya
pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan
untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi
normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang
besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan
dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:

1. Kendaraan yang rusak ©berat yang memerlukan biaya
pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari
daftar inventaris; dan/atau

2. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau
overhaul.

3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor
Satuan biaya pemeliharaan saran kantor merupakan satuan biaya
yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor
(vang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi),
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10

11

12

personal computer/notebook, Printer, AC split, genset, Mesin Pompa
Portable, Mesin Pompa Air Apung, Mesin Pemotong Chain Saw dan
Mesin Pemotong Beton agar berada dalam kondisi normal (beroperasi
dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan
bahan bakar minyak.Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk
kebutuhan penggantian toner.

Satuan Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas.

a. Biaya Pemeliharaan dan Operasional kendaraan dinas Bupati/ Wakil
Bupati/Pimpinan DPRK, Pejabat Eselon II/a/ll.b/Ill.a, pimpinan
lembaga keistimewaan dan yang digunakan untuk Operasional
Kegiatan Kantor dapat dianggarkan untuk mempertahankan
kendaraan Dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai
sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar dan biaya
pengurusan dokumen kendaraan yang besarannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kendaraan Tenaga Penyuluh dapat dialokasikan.

untuk staf dapat dialokasikan berdasarkan persetujuan pengguna
anggaran dan bagi pejabat yang telah mendapat pemeliharaan roda 4
(empat) tidak dibayar lagi pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (dua)

b. pemeliharaan kenderaan operasional Alat Berat, Roda 6 (enam), Roda 4
(empat) dan Roda 3 (tiga) disesuaikan dengan kemampuan keuangan
daerah.

c. Biaya rehab berat Kendaraan Dinas Operasional roda empat, enam,
dan alat berat yang sudah memasuki 3 (tiga) tahun dari masa
pembelian kendaraan tersebut

Satuan Biaya Pc ~ """ raan Gedung atau Bangunan Dalam Daerah
Satuan Biaya Pemeliharaan gedung atau bangunan dalam daerah
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan
kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan didalam
daerah, guna mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap
dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang
dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini,
tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam
daerah yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan
gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan
tic -'- bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.
Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam daerah
dialokasikan untuk :
a. Gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
b. Gedung atau bangunan milik pihak lain yang di sewa dan/ atau
dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang
adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan
pemeliharaan.

Biaya Sewa Gedung Pertemuan Non Pemerintah

Satuan biaya sewa gedung pertemuan merupakan satuan biaya yang
digunakan untuk kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk
pelaksanaan kegiatan diluar kantor antara lain rapat koordinasi,
sosi~*3asi, seleksi/ ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis.
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13

14

15

16

17

18

19

20

Biaya § wa Gedung Kantor
Biaya Sewa Gedung kantor merupakan sewa gedung/bangunan yang
digunakan sebagai kantor kegiatan pemerintahan.

Sewa Alat Musik/Keyboard
Biaya sewa alat musik/keyboard untuk kegiatan pemerintahan.

Sewa D« " >rasi Tempat
Biaya sewa dekorasi tempat kegiatan pemerintahan.

Biaya Sewa Kendaraan

a. Sewa Kendaraan Pelaksanaan Kegiatan Insidentil
Satuan biaya sewa kendaraan pelaksanaan kegiatan insidentil
merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kebutuhan biaya
sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/ bus sedang dan roda
6 (enam)/ bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak
bersifat terus-menerus).
Satuan biaya ini diperuntukkan bagi pelaksanaan kegiatan yang
membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia
kendaraan dinas serta dilakukan secara efektif dan efesien.

Catatan :

1. Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan
pengemudi

2. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya
ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7
(tujuh) seat.

3. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas
melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi sebesar 150 %
(seratus lima puluh persen) dari biaya sewa kendaraan roda 4
(empat)

4. Biaya Sewa Kendaraan bukan merupakan komponen biaya
perjalanan dinas Jabatan sebagaimana di atur dalam lampiran III
Peraturan Bupati ini

5. Biaya Sewa Kendaraan dibayarkan secara At Cost

6. Dapat dibayarkan melebihi standar yang ditetapkan, sepanjang
dapat dibuktikan dengan bukti pengeluaran riil (Pembiayaan secara
at cost).

Hadi “. Lomba

Biaya Hadiah yang bersifat perlombaan yang diselenggarakan oleh
Pemerintah.

Biaya Perlengkapan Pelatihan/Peserta Sosialisasi dan sejenisnya
Biaya yang digunakan untuk perlengkapan pelatihan/sosialisasi yang
di selenggarakan oleh pemerintah.

F’ ra Paket Pengiriman

Biaya Pa’ Bea Perizinan
Biaya pajak kendaraan milik pemerintah.
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III

SATUAN BIAYA PERJ/ " “NAN DINAS
SATUAN BIAYA PERJ/~ “NAN DINAS DALAM NEGERI
Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang
““'akukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk
kepentingan pemerintah daerah.
Perjalan dinas adalah perjalan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat
Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain. Adapun
perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
b. Mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
c. Pengumandahan (detasering);
d. Menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
e. Menghadap majelis penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk
mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna
kepentingan jabatan;
Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena
mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
g. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji
kesehatan pegawai negeri;
h. Penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
dan
i. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.
Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa
prinsip Antara lain:
a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan
prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah daerah;
b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan capaian Kkinerja
Satuan Kerja Perangkat Kabupaten;
c. Efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan
pembebanan perjalanan dinas.
Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:
a. Uang harian;
b. Biaya transport;
c. Biaya penginapan; dan
d. Uang reprensentasi perjalanan dinas.
Lama perjalanan dinas dalam provinsi Aceh paling lama 4 (empat) hari
dan luar Provinsi Aceh Paling lama 5 (lima) hari.
Dan dapat ditambah apabila adanya penambahan waktu kegiatan.
apabila adanya pembatalan/penundaan keberangkatan = sarana
trasportasi yang dapat dibuktikan melalui pemberitahuan resmi dari
pihak terkait, maka dapat dibayarkan tambahan uang harian dan biaya
penginapan.
untuk perjalanan dinas kegiatan-kegiatan Pendidikan dan Pelatihan/
Bimbingan teknis yang dilaksanakan diluar daerah, lama perjalanan
dinas disesuaikan dengan waktu pelaksanaan kegiatan dan dibuktikan
dengan surat resmi yang dikeluarkan oleh panitia pelaksana.
Lama perjalanan dinas kegiatan-kegiatan Pendidikan dan Pelatihan/
bimbingan tekhnis dapat ditambahkan 1 (satu) hari sebelum acara
pelaksanaan dan 1 (satu) hari setelah berkhirnya acara.

-

“ATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN ~INAS DALAM NEGERI
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan
penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah,
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aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah
perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan
sehari meliputi keperluan uang saku, transportasi lokal dan uang makan.
Perjalanan dinas dalam negeri kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat
diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka
menjalankan tugas untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan yang
diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan
atau diselenggarakan di luar kota.

UANG REPRESENTATIF PERJALANAN DINAS.

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat
Negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang
melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi yang melekat pada jabatan.

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas
pengeluaran tambahan dalam kedudukan

SATUAN BIAYA PENGINAPAN I'"RJALANAN DINAS DALAM NEGERI
Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan
satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan
biaya penginapan dalm rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam
negeri.

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan,
diberikan biaya lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif
penginapan di kota tempat tujuan.

SATUAN BIAYA TIKET, TAKSI, TRANSPORTASI, BAGASI DAN VISA
PERJALAN."™ TINAS DALAM NEGERI
1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi
Pulang (PP).
Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah
satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP)
dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang
digunakan dalam perencanaan anggaran.
Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat
dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan
dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil
(pembaiayaan secara at cost)
2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri
Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan
kebutuhan biaya 1 (satu) kali perjalanan taksi:
a. Keberangkatan
1) Dari kantor ke tempat kedudukan asal menuju bandara,
pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke
tempat tujuan;
2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan
menuju tempat tujuan.
b. Kepulangan
1) Dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau
stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau

2) Dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan
menuju kantor tempat kedudukan asal.
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Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri dibayarkan secara
at cost.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat
dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan,
terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya
transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan
melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri sepanjang didukung
dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

3. Satuan Biaya Transportasi Darat Dari Ibukota Provinsi Ke
Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (One Way)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke
kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (one way) atau sekali jalan)
merupakan satuan biaya transportasi darat bagi pejabat Negara,
pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat
kedudukan di ibu kota provinsi yang sama atau sebaliknya dalam
rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

Satuan biaya Transportasi Darat dapat dibayarkan melebihi besaran
standar biaya transportasi darat sepanjang didukung dengan bukti
pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost)

4. Satuan biaya transportasi laut dibayarkan secara at cost.

Pembiayaan satuan biaya transportasi laut dapat dilaksanakan
melebihi besaran standar transportasi laut yang ditetapkan pada
Peraturan Bupati ini sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran
riil (pembiayaan secara at cost)

Satuan biaya transportasi laut dapat ditambahkan biaya sewa
kamar/ranjang kapal laut, dihitung sebagai biaya penginapan apabila
keberangkatan telah memasuki hari penugasan perjalanan dinas dan
dibayarkan sesuai bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).
Satuan biaya transportasi laut bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan
DPRK, Pejabat eselon II, Ketua Lembaga Keistimewaan Aceh dan eselon
III/a dapat dibayarkan biaya tiket dan bahan bakar kendaraan dinas
roda empat sepanjang dapat dibuktikan dengan bukti pengeluaran riil
(pembiayaan secara at cost)

Perjalanan dinas mengunakan kendaraan dinas roda empat tidak
dibayarkan biaya transpotasi darat

Pejabat eselon Ill.a yang melakukan perjalanan dinas menggunakan
kendaraan dinas roda empat harus mendapatkan persetujuan dari
atasan langsung.

5. Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam Kabupaten
merupakan pengganti keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat
daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain dalam menjalankan
perintah perjalanan dinas dalam kabupaten lebih dari 8 (Delapan) jam.
Uang Harian perjalanan dinas dalam Kabupaten Simeulue dibayarkan
secara lumpsum.

6. Biaya Transportasi Antar Pulau (Pulau Siumat dan Pulau Teupah)/PP
dibayarkan secara at cost.

7. Biaya Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan/ Bimbingan Tekhnis
dibayarkan berdasarkan besaran yang di tetapkan panitia pelaksana
berdasarkan surat resmi.

SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR
KANTOR

Satuan Biaya Paket Atau Pertemuan di Luar Kantor
Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau
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pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka
penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat
koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja
perangkat kabupaten atau masyarakat.
Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor
menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:
a. Paket fullboard
Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat
atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh
atau menginap.
Komponen paket mencakup 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat
kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
b. Paket fullday
Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau
pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan)
jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan
kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
c. Paket halfday
Satuan biaya paket halfday disediakan untuk paket kegiatan rapat
atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima)
jam tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan
kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
d. Paket residence
Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat
atau pertemuan yang diselenggar-'-1n di luar kantor minimal 12 (dua
belas) jam dan tanpa menginap.
Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan
kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.
Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dengan
memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:
1).Untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi
1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
2).Untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk
2 (dua) orang; dan
b. Dalam rangka efesiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna
anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam
melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (fullboard, fullday,
halfday, dan residence) dan mengutamakan penggunaan hasil fasilitas
milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan
keuangan daerah yaitu tertib taat pada peraturan perundang-
undangan, efesien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung
jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Uang Harian Kegiatan atau Rapat di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan
pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta
yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar
waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan
uang harian perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
untuk satu hari sebelum dan/atau satu hari sesudah pelaksanaan
kegiatan.
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STANDARISASI HARGA YANG BERLAKU UNTUK
PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2023

BIAYA
RO URAIAN SATUAN TA 2023 KET
(Rp)
(1) 2 3 4 (5)
I
1 |SATUAN BIAYA HONORARIUM
1.1 |HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PE! LA KEUANGAN
Honorarium Penangungjawab Pengelola Keuangan Daerah
a PPKD selaku BUD oB 6.330.000
b Kuasa Bendahara Umum Daerah OB 5.830.000
Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Barang Milik Daerah
Pejabat Pengelolaan Barang Milik Daerah OB 3.600.000
Pejabat Penatausahaan BMD OB 3.000.000
Pengurus Barang Pengelolaan BMD OB 2.400.000
Pembantu Pengurus Barang Pengelola OB 1.500.000
Penatausahaan/Pengurus Barang Pembantu
a Nilai Barang sampai dengan 5 Miliyar OB 550.000
b Nilai diatas 5 sampai dengan 10 Miliyar OB 600.000
¢ Nilai diatas 10 sampai dengan 30 Miliyar OB 650.000
d Nilai diatas 30 sampai dengan 100 Miliyar OB 762.500
e Nilai diatas 100 sampai dengan 200 Miliyar OB 850.000
f Nilai diatas 200 sampai dengan 500 Miliyar OB $00.000
g Nilai diatas S00 Miliyar OB 1.100.000
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
a Nilai pagu dana s.d. Rp100 juta oB 1.040.000
b Nilai pagu dana di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta OB 1.250.000
¢ Nilai pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp5S0O0 juta OB 1.450.000
d Nilai pagu dana di atas RpSOQ juta s.d. Rpl miliar OB 1.660.000
¢ Nilai pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2, 5 miliar OB 1.970.000
{ Nilai pagu dana di atas Rp2, 5 miliar s.d. Rp5 miliar OB 2.280.000 T
g Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rpl0 miliar OB 2.590.000 ’
h Nilai pagu dana di atas Rpl0 miliar s.d. Rp25 miliar OB 3.010.000
i Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OB 3.420.000
j Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OB 3.840.000
k Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar OB 4.250.000
1 Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar OB 4.770.000
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ( PPTK )
a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta OB 1.010.000
b. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 s.d Rp. 250 Juta OB 1.210.000
¢. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta OB 1.410.000
d. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar OB 1.610.000
e. Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar OB 1.910.000
f. Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar OB 2.210.000
g. Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar OB 2.520.000
h. Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar OB 2.920.000
i. Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar OB 3.320.000
j. Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar OB 3.720.000
k. Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar OB 4.130.000
L. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Miliar OB 4.630.000
Pejabat P haan K gan (PPK-SKPD}
a. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta OB 400.000
b. Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 Juta OB 480.000
c. Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta OB 570.000
d. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar oB 660.000
e. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 s.d Rp. 2,5 Miliar OB 770.000
f. Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 s.d Rp. 5 Miliar OB 880.000 Nilad Pagu Belanja
g. Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 s.d Rp. 10 Miliar OB 990.000
h. Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 s.d Rp. 25 Miliar OB 1.250.000
i. Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar OB 1.520.000
j. Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar OB 1.780.000
k. Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar OB 2.040.000
L. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Miliar OB 2.440.000
Ben: r Pengelugran atau Bendahara Peneri
a Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta OB 340.000
b. Nilai Pagu dana di atas Rp. 100 s.d Rp. 250 Juta oB 420.000
c. Nilai Pagu dana di atas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta OB 500.000
d. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar OB 570.000
e. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 Mitiar s.d Rp. 2,5 Miliar OB 670,000
f. Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar OB 770.000 Nilai Pagu Beianja
g- Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar 0B 860.000
h. Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar OB 1.090.000
i. Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar OB 1.320.000
j- Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar OB 1.550.000
k. Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar OB 1.780.000
l. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Miliar OB 2.120.000




1.2

Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu

TR0 a0 o

i.

. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta
. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 s.d Rp. 250 Juta

Nilat Pagu dana diatas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta

- Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar

Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 s.d Rp. 2,5 Miliar

- Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 s.d Rp. 5 Miliar
- Nilai Pagu dana diatas Rp. 5 s.d Rp. 10 Miliar
. Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 s.d Rp. 25 Miliar

Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar

j- Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar
k.
1.

Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Miliar

Pembantu PPK dan Pembantu Bendahara Pengeluaran / Penerimaan

e =nope T p

i
Kk
1

- Nilai Pagu dana s.d. Rp. 100 juta

. Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 s.d Rp. 250 Juta

. Nilai Pagu dana diatas Rp. 250 s.d Rp. 500 juta

. Nilai Pagu dana diatas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar
. Nilai Pagu dana diatas Rp. 1 s.d Rp. 2,5 Miliar

Nilai Pagu dana diatas Rp. 2,5 s.d Rp. 5 Miliar

. Nilai Pagu dana diatas Rp. 5s.d Rp. 10 Miliar
. Nilai Pagu dana diatas Rp. 10 s.d Rp. 25 Miliar

Nilai Pagu dana diatas Rp. 25 s.d Rp. 50 Mitiar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 50 s.d Rp. 75 Miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 75 s.d Rp. 100 Miliar
Nilai Pagu dana diatas Rp. 100 Miliar

HONORARIUM PENGADAAN BARANG / JASA
PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan
Barang (Non Kontruksi)

@ ome a0 TR

. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 200 juta

. Nilai Pagu dana di atas Rp. 200 s.d Rp. 500 juta

. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar
. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 s.d Rp. 2,5 Miliar

. Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 s.d Rp. 5 Miliar

. Nilai Pagu dana di atas Rp. 5s.d Rp. 10 Miliar

. Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 s.d Rp. 25 Miliar

. Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 Miliar

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan
Barang (Non Kontruksij

Mm@ -2 a0 o n

. Nilai Pagu dana s.d. Rp. 200 juta

. Nilai Pagu dana di atas Rp. 200 s.d Rp. 500 juta

. Nilai Pagu dana di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar
. Nilai Pagu dana di atas Rp. 1 s.d Rp. 2,5 Miliar

. Nilai Pagu dana di atas Rp. 2,5 s.d Rp. 5 Miliar

. Nilai Pagu dana di atas Rp. 5 s.d Rp. 10 Miliar

. Nilai Pagu dana di atas Rp. 10 s.d Rp. 25 Miliar

. Nilai Pagu dana di atas Rp. 25 Miliar

Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk pengadaan Jasa
Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Kontruksi)

a.

0o oo T

-

g
h.

i

.

. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi s.d. Rp. 50 juta
. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi di atas Rp. 50 s.d 100 juta

Nilai Pagu Pengadaan Jasa Lainnya s.d 100 juta

- Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp.
. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp.

. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp.

. Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp.
Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp.
Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp.
Nilai Pagu Pengadaan Jasa konsultansi/Jasa Lainnya di atas Rp.

Honorarium Pengguna Anggaran
a. Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan barang dan Jasa (Kontruksi)

[e}

Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 Miliar
Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 Miliar
Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 500 miliar s.d Rp. 750 Miliar
Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 750 miliar s.d Rp. ! triliun
Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 triliun

Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Barang (Non Kontru
Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 100 miliar s.d Rp. 250 Miliar
Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 250 miliar s.d Rp. 500 Miliar
Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. S00 miliar s.d Rp. 750 Miliar
Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1 triliun
Nilai Pagu Pengadaan diatas Rp. 1 triliun

Honorarium Pengguna Anggaran Pengadaan Jasa (Non Kontruks
Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya diatas Rp
Miliar
Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya diatas Rp
Miliar

Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya diatas Rp.

Miliar

Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya diatas Rp.

Miliar

Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya diatas Rp.

250 Miliar

Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya diatas Rp.

500 Miliar

Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya diatas Rp.

750 Miliar

100 s.d 250 juta
250 s.d 500 juta

500 juta s.d 1 Milyar

1 s.d 2,5 Milyar
2,5 s.d 5 Milyar
S s.d 10 Milyar

10 s.d 25 Milyar

ksi)

i)
. 10 miliar s.d Rp. 25

. 25 miliar s.d Rp. 50
50 miliar s.d Rp. 75
75 miliar s.d Rp. 100
100 miliar s.d Rp.
250 miliar s.d Rp.

500 miliar s.d Rp.

OB
0B
OB
OB
OB
OB
OB
0B
OB
OB
0B
0B

OB
OB
OB
oB
OB
oB
OB
oB
OB
0B
OB
OB

OB

OP/orang
OP/orang
OP/orang
OP/orang
OP/orang
OP/orang
OP/orang
OP/orang

OP/orang
OP/orang
OP/orang
OP/orang
OP/orang
OP/orang
OP/orang
OP/orang

OP/orang
OP/orang
OP/orang
OP/orang
OP/orang

OP/orang

OP/orang
OP/orang
OP/orang
OP/orang

op
op
opP
OoP
QoP

op
op
QoP
oP
OP

op
OoP
QoP
oP
oP
OP

opP

260.000
310.000
370.000
430.000
500.000
570.000
640.000
810.000
980.000
.150.000
.330.000
.580.000

e

200.000
250.000
300.000
360.000
420.000
480.000
550.000
620.000
690.000
770.000
850.000
950.000

680.000

680.000

850.000
1.020.000
1.270.000
1.520.000
1.780.000
2.120.000
2.450.000

680.000

850.000
1.020.000
1.270.000
1.520.000
1.780.000
2.120.000
2.450.000

450.000
450.000
450.000
480.000
600.000

720.000

910.000
1.090.000
1.270.000
1.510.000

3.580.000
4.030.000
4.490.000
4.940.000
5.560.000

3.230.000
3.640.000
4.040.000
4.450.000
5.010.000

1.510.000

1.750.000

1.990.000

2.230.000

2.560.000

2.880.000

3.200.000

Nilai Pagn Belanja

Nilai Pagu Belanja




ruan Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya diatas Rp. 750 miliar s.d Rp. 1

o OP 3.520.000
Triliun
Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya diatas Rp. 1 Triliun opP 3.960.000
1.3 |HONORARIUM UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)
a. Kepala oB 1.000.000
b. Sekretaris 0B 750.000
¢. Staf Pendukung OB 600.000
HONORARIUM 'MBER / PEMBAHAS /PAKAR/ PRAKTISI/PROFESIONAL/ PANITIA/
1.4 |[PERSONIL PENvununG ACARA SEMINAR /RAKOR/ SBOSIALISASI/ DISEMINASI/BIMTEK/
WORKSHOP/ KEGIA IEJENIS
Narasumber/Pembahas
a. Bupati/Wakil Bupati/Pejabat Daerah Lainnya yang diselarakan oJ 1.400.000
b. Pejabat Eselon I/yang disetarakan oJ 1.200.000 MAX 8 JAM
c. Pejabat Eselon [1/yang disetarakan 0oJ 1.000.000 | PELAJARAN / HARI
d. Pejabat Eselon 111/ IV kebawah OJ 900.000
Bersertfikat kualifikasi sesua
e Tenaga Pakar/ Praktisi/ Profesional OJ 1.200.000 |bidang yang diterbitkan dari
kementerian
Hona Panitia
a Penanggung Jawab OK 450.000
b Ketua/Wakil Ketua OK 400.000
c Sekretaris OK 300.000
d. Anggota OK 200.000
Personil Pendukung Acara
Moderator OK 600.000
Pembawa Acara OK 100.000
Biaya Kepesertaan
Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor
Fullday/ Hallday di Dalam Kota OH 85.000
Fullboard di Dalam Kota OH 120.000
Fullboard di Luar Kota OH 120.000
Penginapan/ Residence Peserta Hari 120,000 | ! Kamar untuk 2 {dua)
orang Peserta
1.5 |HONORARIUM NARASUMBER/ MODERATOR / PEMBAWA ACARA PROFESIONAL
Honorarium Nar ber/Moderator/Pemb Acara Profesi 1
a. Honorarium Narasumber oJ 1.700.000
b. Honorarium Moderator OK 1.000.000
¢. Honorarium Pembawa Acara Profesional OK 750.000
1,6 |HONORARIUM TIM PELAKSARKA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan
Yang ditetapkan Oleh Kepala Daerah
a. Pengarah OB 1.500.000
b. Penanggung Jawab OB 1.250.000
c. Ketua 0B 1.000.000
d. Wakil Ketua OB 850.000
- . Honorarium Tidak dibayarkan
e. Sekretaris OB 750.000 kepada PNS vang menerima
- ‘Tambahan Penghasilan Kecuals
{ Anggota 0B 750,000 | Tanbies fenshastn Kecul
tan Ins Vertikal d
Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah mcr;:l;k:: ‘2::;:, (:.:balmnan atau
perangkapan fungsi
a. Pengarah OB 750,000 bicgi yang bersangkuten di luar
b. Penanggung Jawab OB 700.000 |  tugas dan fungsi sehart-hari
c. Ketua OB 650.000
d. Wakil Ketua OB 600.000
e. Sekretaris OB 500.000
f Anggota OB 500.000
FOTIOTATIUN | iaeh Wby afka
Honora Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan kepada PNS yang menerima
Tambahan Penghasilan Kecuali
Yang ditetapkan Oleh Sekretaris Dacrah e e ot
) bersangkutan di luar tugas dan
a. Ketua/Wakil Ketua OB 250.000 fungs: sehari-hari
b. Anggota OB 200.000 Mrx 10 Orang (SK BUPATI)
Max 7 Orang (SK SEKDA)
Honorarium Tim Sapu Bersih Pungutan Liar {(SABERPUNGL])
a. Penanggung Jawab OB 1.250.000
b. Ketua Pelaksana OB 1.000.000
c. Wakil Ketua OB 900.000
d. Sekretaris OB 800.000
e. Ketua Bidang OB 750.000
f. Ketua Pokja OB 750.000
g. Sekretaris Pokja OB 700.000
h. Anggota oB 600.000
1,7 |HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA
- Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli orang/sidang 1.800.000
- Honorarium Beracara orang/sidang 1.800.000
1,8 'HONORARIUM ROHANIWAN
Honorarium Rohaniwan OK 400.000
1.9 HONORARIUM TIM PENYUSUN JURNAL, BULETIN, MAJALAH, dan PENGELOLA TEKNOLOGI
" |INFORMASI/PENGELOLA WEBSITE Honorarium Tidak dibayarkan
kepada PNS vang menertma
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal Tambahan Penghasilan Kecuali
a. Penanggung Jawab Oter 500.000 m:“ﬁi':;‘a:p:gﬁgxmwa::u
b. Redaktur Oter 400.000 | bersangkutan dxhlua!hlugas dan
[ i-hari
c. Penyunting/Editor Oter 300,000 fungsi sehari




d. Design Grafis dan Fotografer Oter 180.000
e. Sckretariat Oter 150.000
{. Pembuat Artikel per halaman 200.000
Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website
Honorarium Tidak dibayarkan
a Penanggung Jawab OB 500.000 kepada PNS vang menerima
Tambahan Penghasilan Kecuali
b Redaktur OB 450.000 m::}lpay k:n n L:;u :ambaha::!du
¢ Editor dan/atau Operator OB 400.000 | perangkapan fungsi bagi yang
d Web Admin OB 350.000 | ng[uk:;:? :hla‘::-rh‘::u dan
e Web Developer OB 300.000
f Pembuat Artike! Halaman 100.000
1.10 |HOKNQ UM PENYELENGGARA UJIAN
Setingkat Pendidikan Dasar/Menengah/Atas
a. Penyusun/Pembuat Bahan Ujian Nasl.cah/ 150.000
pelajaran
b. Pengawas Ujian OH 240.000
¢. Pemeriksa Hasil Ujian Siswa/ 5.000
mata ujian
1.11 |HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATI] (DIKLAT)
- Honorarium Penceramah oJp 1.000.000
_ Honorarium Pengajar yang berasal dari Luar Satuan Kerja Perangkat Daerah oJpP 300.000
Penyelenggara
_ Honorarium Pengajar yang berasal dari Dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah OJP 200.000
Penyelenggara
- Honorarium Penyusunan Modut Dikiat per Modul 5.000.000
- Honorarium Penyelenggara Kegiatan Diklat
a. Lama Diklat s.d 5 Hari
Penanggung Jawab OK 450.000
Ketua / Wakil Ketua OK 400.000
Sekretaris OK 300.000
Anggota OK 300.000
b. Lama Diklat 6 s.d 30 Hari
Penanggung Jawab OK 675.000
Ketua / Wakil Ketua OK 600.000
Sekretaris OK 450.000
Anggota OK 450,000
c. Lama Diklat lebih dari 30 Hari
Penanggung Jawab OK 900.000
Ketua / Wakil Ketua OK 800.000
Sekretaris OK 600.000
Anggota OK 600.000
1,12 |TIM ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN
Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten {TAPK)
Pembina OB 3.500.000
Pengarah OB 3.000.000
Ketua OB 2.500.000
Walal Ketua OB 2.000.000
Sekretaris OB 1.500.000
Anggota / Pokja OB 1.300.000
Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten
- Ketua OB 1.000.000 {Max 7 orang
- Sekretaris OB 900.000
- Anggota OB 600.000
1,13 ([HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
a. 3LTA OB 750.000
b. DI/DH/DIll/Sarjana Terapan oB 1.000.000
c. Sarjana (S-1) OB 1.250.000
d. Master {3-2) OB 1.500.000
e. Doktor {S-3} OB 2.000.000
1,14 |Honorarium Dokter/Paramedis Non PN8S dilingkungan RSUD Simeulue
a. Dokter Spesialis Kontrak OB 25.000.000 |apabila tidak masuk kerja
b Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) OB 18.000.000 |tanpa keterangan maka
¢ Penata Anastesi Kontrak OB 10.000.000 |pemotongan pechari
d Dokter Umum/drg RSUD {Kontrak $K Bupati) OB 4.700.000 |sebesar 3 % dun jumlah
e Apoteker (Kontrak SK Bupati} OB 1.500.000 |Henor ye diterima setiap
1.15 {Honorarium Paramedis Non PNS dilingkungan Dinas Kesel
a. Dokter Umum/drg (Kontrak SK Bupati} OB 4.700.000
b. Apoteker {Kontrak SK Bupati) OB 1.500.000
1,16 |Insentif Dokter/Paramedis Non PNS
Insentif Dokter/Paramedis Non PNS dilin fan Dinas Kesehatan
a. Dokter/Drg Puskesmas Alafan OB 2.000.000
b. Dokter/Drg Puskesmas Simeulue Barat OB 1.800.000
¢. Dokter/Drg Puskesmas Salang OB 1.350.000 apabila tidak masuk kerja tanpa
d. Dokter/Drg Puskesmas Sim-Cut OB 1.200.000 | keterangan maka pemotongan
R perhari sebesar 3 ©o dari jumlah
€. Dokter/Drg Puskesmas Simeulue Tengah 0B 1.200.000 | Honor yg diterima sctiap bulan
{. Dokter/Drg Puskesmas Teluk Dalam OB 1.050.000
€. Dokter/Drg Puskesmas Teupah Selatan OB 750.000
h. Dokter/Drg Puskesmas Teupah Barat OB 750.000
i. Dokter/Drg Puskesmas Teupah Tengah OB 750.000




1,17

1,18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23

Dokter/Drg Puskesmas Simeulue Timur
- Dokter/Drg Puskesmas Sanggiran
- Dokter/Drg Puskesmas Kuala Umo
. Dokter/Drg Puskesmas Luan Balu
- Dokter/Drg Puskesmas Lamerem

R e

M Paramedis Pustu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue

Insentif Dokter/Paramedis Non PNS dilingkangan RSUD
a. Dokter Kunjungan Spesialis (Mata, THT, Patologi Anatormni}
b. Perawat Mahir

c. Radiasi Rongent (berdasarkan resiko pekerjaan)

Staf Tata Usaha Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRK, Sekretaris Daerah, Aisten
- Staf Tata Usaha Bupati di Jakarta
- Staf Tata Usaha Bupati di Banda Aceh

- Staf Tata Usaha Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRK/Sekretaris Daerah/Asisten

ADC/Supir Bupati,Wakil bupati, Sekretaris Daerah, dan Pimpinan DPRK
- ADC Bupati/Wakil
- ADC Pimpinan DPRK
- ADC Istri Bupati/Wakil Bupati
- ADC Sckretaris Daerah
- Supir Bupati/Wakil Bupati
- Supir Pimpinan DPRK
- Supir Istri Bupati/Wakil Bupati
- Supir Sekretaris daerah

Insentif Jaga Malam
- Petugas Jaga Malam
- Dokter Jaga
- Menko Jaga
- Para Medis dan Penunjang Medis

Honorarium Supir Jaga Ambulance
a. Radius 8/d 5 Km
b. Penambahan setiap 1 km setelah lebih dari 5 km

Honor Juri/Dewan Hakim
Event Tingkat Daerah
Koordinator dewan hakim
Panitera Dewan Hakim
Anggota Dewan Hakim

Event Tingkat SKPD/Kecamatan

Honor Guru Mengaji

Petugas Guru Mengaji Mesjid Khalilullah dan Mesjid Baiturrahmah Kabupate
Simeulue

Honorarium Pegawai Tidak Tetap

1.23.1 Honorarium Baitul Mal
Pengurus Organisasi Baitul Mal
Dewan Pengawas
a. Ketua
b. Sekretaris
¢. Anggota

1.23.2 Badan BMK {Komisi }
a. Ketua
b. Anggota

1.23.3 Sekretariat BMK
a. Tenaga Profesional
b. Pembantu Tenaga Profesional

1.23.4 Honor MPU/MAA/MPD
a. Honor Ketua
b. Honor Wakil Ketua
¢. Honor Ketua Bidang/Ketua Komisi
d. Anggota

1.23.5 Pegawai Kontrak Daerah (SK Bupati)
a. Strata 1 (8-1)
b. Diploma I1, ITT (D11, IIf)
c. SD/SLTP/SLTA sederajat

1.23.6 Pegawai Kontrak Daerah (SATPOL PP/ WH)
a. Strata 1 (S-1)
b. Diploma II, III (D-11, ITf}
¢. SD/SUTP/SLTA sederajat

1.23.7 Guru Baca/ Al Qur'an

1.23.8 Honor/Tunjangan Pemerintah Aparat Mukim {TPAM)
a. Imeum Mukim
b. Sekretaris Mukim

OB
OB
OB
OB
OB
OB

Perkunjungan
Perkunjungan
OB

OB
OB

oB

0B
OB
OB
OB
oB
OB
oB
OB

OM
oM
OM
OM

OK

O/H/Keg
O/H/Keg
O/H/Keg

O/H/Keg

OH

OB
OB
OB

OB
OB

OB
OB

OB
OB
OB
OB

OB
OB
OB

OB
OB
OB

OB

OB
OB

750.000
2.000.000
750.000
900.000
2.000.000
750.000

10.000.000
3.000.000
450.000

2.500.000
1.500.0080

1.000.000

1.500.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
1.200.000
1.200.000
1.000.000
1.000.000

50.000
50.000
40.000
25.000

25.000
10.000

500.000
450.000
400.000

150.000

50.000

500.000
400.000
350.000

3.500.000
2.500.000

1.850.000
1.250.000

3.500.000
2.500.000
1.850.000
1.500.000

1.200.000
1.100.000
1.000.000

1.600.000
1.500.000
1.400.000

500.000

2.100.000
1.250.000

Plg sedikit 1,Paling byk 4 org

Paling byk 15 org
Paling byk 15 org

apabila tidak masuk kerja tanpa
keterangan maka pemotongan
perhari sebesar 3 % dari jumlah

apabila tidak masuk kerja tanpa
keterangan maka pemotongan
perhari sebesar 3 % dari jumlah




1.24

1.25

1.26

1.27

1.28

1.29

1.30

1,31

1.23.9 INSENTIF PETUGAS MESJID KABUPATEN

a. Imam Mesjid Agung Kabupaten Simeulue Non PNS
b. Imam Mesjid Agung Kabupaten Simeulue PNS

> Bilal Mesjid Agung Kabupaten Simeulue

d. Gharim Mesjid Agung Kabupaten Simeulue

1.23.10 I? 1F PETUGAE WJID KOTA
a Imam
b Gharim

Bilat

[g]

1.23.11 INSENTIF PETUGAS MESJID KECAMATAN
a. Imam

b Gharim

¢ Khatib dan Bilal

1.23.12 Homnorarium Claning 8ervice

Cleaning Service

1.23,13 Tenaga Kebersihan

4. Honor Operator Alat Berat/supir truk sampah/ pemotong rumput/ Honor Kernet Truk
Sampah
b. Petugas Taman /Pengemudi Becak Sampah
c. Penyapu Jalan
1.23.14 Gajl Pemadam Kebakaran
- Sarjana S1
- Diploma D.11t
- SLTA
- Iuran BPJS
1.23.15 Biaya Operasional Penyuluhk Lapangan
Penyuluh Kontrak Daerah
Penyuluh THL-TBPP
Biaya Operasional Mantri Tani

Biaya Operasional Mukim

Insentif Operator Alat Berat (Diluar Jam Dinas}

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya

TUNJANGAN HARI MEUGANG (THM) DAN TUNJANGAN HARI
RAYZ IR} NON-PNS

- Ketua MAA/Ketua MPD /Ketua MPU/Ketua Baitul Mal
- Wakil Ketua MAA, MPD,MPU dan Wakil Ketua Baitul Mal

Honor Daerah, Kontrak, Bakti SK Bupati (guru BTQ), Cleaning Service, Anggota
MAA MPD,MPU dan Baitul Mal

1.26.1

1.26.2 Insentif Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

1.26.3 Insentif Pengelola Kapal Patroli Perikanan
a. Nakhoda

b. Kepala Kamar Mesin

c. ABK Deck

d. ABK Mesin

1.26.4 Operasional Penegalan Hukum Terhadap Iilegal Fhising
Uang Lelah Tanggap Darurat Bencana
Tunjangan Resiko Tinggi (DAMKAR)

Honorarium Kelompok Pakar/ Tenaga Ahli Kelengkapan DPRK dan Tenaga Ahli
Fraksi *)

- Kelompok Pakar/ Tenaga Ahli Kelengkapan DPRK
- Tenaga Ahli Fraksi

Honorarium Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi
1.30.1 Honorarium Tenaga Ahli SBeleksl Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama *)
- Tenaga Ahli JPT

1.30.2 Tim Assesment

HONOF ™ PELAKSANAAN HUKUM SYARIAH

1.31.1 Honorarium Penyidik, Penuntut dan Peradilan
- Unsur POLRI/ PPNS
- Unsur Kejaksaan Negeri
- Unsur Mahkamah Syarlyah

1.31.2 Honorarlum Eksekutor
- Algojo

1.31.3 Honorarium Petugas Keamanan

- Unsur POLRI
- Unsur Satpol PP
- Unsur Wilayatul Hisbah

OB
OB
OB
aB

oB
OB
OB

oB
OB
OB

OB

oB
OB

OB

OB
OB
OB
aB

aB
OB
0B

Tahun

oJ

1 Kali
1 Kali

1 Kali

Kasus/orang

OB
OB
OB
OB
/kasus

OH

Org/Kejadian

OK

OoJ

Kegiatan

/ 1 Kasus
/ 1 Kasus
/ 1 Kasus

OK

OK
OK
OK

1.750.000
1.250.000
1.000.000
1.250.000

1.500.000
1.250.000
1.000.000

500.000
500.000
500.000

1.000.000

1.500.000
1.300.000

1.200.000

1.600.000
1.550.000
1.500.000

181.000

240.000
320.000
240.000

10.000.000

30.000

1.000.000
750.000

300.000

500.000

850.000
750.000
300.000
350.000
15.000.000

100.000

750.000

3.000.000
3.000.000

1.400.000

25.000.000

1.500.000
2.500.000
1.500.000

150.000

50.000
50.000
50.000

apabila tidak masuk kerja ranpa
keterangan maka pemotongan

perhan sebesar 3 % dari jumlah
tlonor vg diterima setiap bulan

apabila tidak masuk kerja tanpa
keterangan maka pemotongan

perhari scbesar 3 °, dari jumlal
Homnor yg diterima setiap bulan

apabila nidak masuk kerja tanpa
keterangan maka pemotongan

perhan sebesar 3 °o dar jumlah
Honor vg diterima setiap bulan

Penanganan Kebencanaan

Max 15 juta/erang
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Lampiran | - Peraturan Bupati Simeulue
Nomor : 30 Tahun 2023
Tanggal :23 Juni 2023 M
05 Dzuthijjah 1444 H

STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS YANG BERLAKU UNTUK
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2023

BIAYA
NO URAIAN SATUAN TA 2023 KET
(Rp}
(1) 2) {3) (8} {51
1.36 | DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
Insentif Pc.... dan Uang Binaan Atlet
- Insentif Pelatih OH 200.000
- Uang Binaan Atlet OH 50.000
Insentif Pengurus Koni
Ketua Umum Orang/Bin 1.300.000
Wakil Ketua (3 org x 12 binj Orang/Bin 1.000.000
Wakil Ketua (1 org x 12 bin) Orang/Bln 500.000
Sekretaris Umum Orang/Bin 500.000
Wakil Sekretaris { 3 org x 12 bin) Orang/Bin 350.000
Bendahara Orang/Bln 500.000
Anggota KONI { 6 org X 12 bln) Orang/Blin 250.000
Honorarium Clening Service (CS) o Orang/Bin _ 750.000
Bonus Atlit
Emas Perorangan Mendali 10.000.000
Perak Perorangan Mendali 7.500.000
Perunggu Perorangan Mendali 5.000.000
Perunggu Beregu 2-4 Orang Mendali 7.000.000
Perunggu Beregu 8-10 Orang Mendali 13.000.000
Emas Beregu 11 Up Orang Mendali 30.000.000
Perunggu Beregu 11 Up Orang Mendali 16.000.000
Bonus Pelatih
Bonus Pelatih 1 s.d 3 Mendali Cabor 5.000.000
Bonus Pelatih 4 s.d 6 Mendali Cabor 7.500.000
Dana Binaan Cabang Olahraga PASI
Poding atlet dan Pelatih O/H 10.000
[nsentif Atlet O/H 25.000
Insentif Pelatih O/H 60.000
Dana Binaan Cabang Olahraga PODSI
insentif Pelatih OB 100.000
Dana Binaan . Olahraga TAEKWONDO
Bantuan buaya 1:ansportasi Panitia Muscab OH 200.000
Insentif Pelatih OB 150.000
Insentif Asisten Pelatih OB 100.000
Dana Binaan Cabang Olahraga IPSI
Bantuan Biaya Transportasi Panitia Muscab
OH 50.000
Dana Binaan Cabang Olahraga PERTINA
Poding Atlet OH 10.000
Biaya Insentif Pengurus Pertina
Ketua OB 250,000
Sekretaris OB 200.000
Bendahara oB 200.000
Pelatih OH 200.000
THM Pengurus dan Atlet Kali 300.000
Dana Binaan Cabang Olahraga KODRAT
Insentif Medis pkt 500.000
Biaya Transportasi Peralatan Pertandingan dan Pelengkapan pkt 300.000
Insentif Pengurus Cabor OB 300.000
Insentif Pelatih Satlat OB 200.000
Dana Binaan Cabang Olahraga PERCASI
Biaya Servis Leptop kali 450.000
Insentif Panitia Turnamen OH 20.000
Hadiah Turnamen
Hadiah Juara I Orang 500.000
Hadiah Juara 2 Orang 300.000
Hadiah Juara 3 Orang 200.000
Hadiah Juara 4 Orang 100.000
Hadiah Juara 5 Orang 100.000
Hadiah Juara 6 : Orang 100.000
Hadiah Juara 7 Qrang 70.000
Hadiah Juara 8 Orang 70.000
Hadiah Juara 9 Orang 70.000
Hadiah Juara 10 Orang 70.000
Dana Binaan Cabang Olahraga PABSI
Biaya Latihan GYM Bulan 94.000
Biaya Transportasi Atlet OB 1.000.000
Biaya Transportasi Pelatih 0B 500.000
Dana Binaan Cabang ( aga PSO1
Insentif Pelatih (Peniuiaan dan Latihan} OB 1.000.000




Dana Binaan Cabang Olahraga FOPI
Insentif Pelatih

OB 160.000
insentif Pelatih ( pelatih binaan Atlit) OB 150.000
Biaya Transportasi Asisten Pelatih OB 35.000
Biaya Transportasi Atlet ( diluar daerah } OB 500.000
Dana Binaan Cabang Olahraga PORLASI
Biaya Transportasi Alat OK 20.000
Insentif Pelatih OB 1.425.000
Dana Binaan Cabang Olahraga PERKEMI
Biaya Transportasi Sinabang-Banda Aceh (PP) Org 400.000
Biaya Makan Perjalanan Sinabang-Banda Aceh (PP} Org 160.000
Biaya Penginapan Org 150.000
Uang Saku Org 400.000
Mengikuti Kejurnas Antar Kota Di Solo
Biaya Transportasi Sinabang-Banda Aceh (PP) Org 400.000
Biaya Makan Perjalanan Sinabang-Banda Aceh (PP} Org 160.000
Biaya Transportasi Pesawat B. Aceh-Jakarta (PP) Org 4.610.000
Biaya Transportasi Local Org 500.000
Biaya Transportasi Pesawat Jakarta-Solo (PP) Org 2.530.000
Biaya Akomodasi/Tim Org 1.000.000
Biaya Akomodasi/Peserta Org 600.000
Uang Saku Org 700.000
P3K {Obat-obatan) Pkt 500.000
Dana Binean Cabang Olahraga POSSI
Biaya BBM {Mesin Robin] Ltr 10.000
Insentif Atlet OB 300.000
Dana Binaan Cabang Olahraga FUTSAL
Biaya Sewa Lapangan Bola Kaki Futsal kali 200.000
Dana Binaan Cabang Olahraga PSTI
- Pernbuatan Cap Pengcab Bh 85.000
Dana Binaan Cabang Olahraga PDBI
insentif Pelatih OB 1.500.000
Insentif Asisten Pelatih OB 1.000.000
Stempel Uk. Sedang Bh 100.000
Stempel Uk. Kecil Bh £0.000
Dana Bi: Cal Olahraga PELTI Pkt 6.600.000
Dansa Binaan Cabang Olahraga PERPANI
Sewa Gudang Tempat Alat-Alat Thn 2.000.000
Ongkos Potong Rumput OB 940.000
Dana Binsan Cabang Olahraga GABSI
Biaya Transportasi Atlet OK 10.000
Biaya Transportasi Pelatih OK 15.000
Dana Binaan Cabang Olahraga MUAY THAY
Biaya Transportasi Panitia OH 50.000
Insentif Pelatih OB 1.200.000
STANDAR KEGIATAN TURNAMEN LOKAL BULU TAKGKIS TA. 2023
Sewa Printer Hari 150.000
Lapangan (Jasa Pasangan dan Isolatif) Paket 500.000
Keamanan (Insentif) Orang 100.000
Medis (Insentif) Orang 100.000
Wasit {Insentif) Orang 75.000
Hakim Garis (Insentif) Orang 50.000
Panitia (Insentif) Orang 50.000
Clening Service (Insentif) Orang 100.000
Penghargaan dan Pembinaan (Mendali Emas, Perak, Perunggu} Paket 50.000
Sertifikat {Panitia, Atlet, Wasit dan Penjaga Garis) Lembar 10.000
Hadiah Juara [ (Remaja Tunggal Putri} Orang 800.000
Hadiah Juara Il {Remaja Tunggal Putri) Orang 500.000
Hadiah Juara i1l Bersama {Remaja Tunggal Putri} Orang 250.000
Hadiah Juara I (Remaja Tunggal Putra) Orang 800.000
Hadiah Juara Il {Remaja Tunggal Putra) Orang 500.000
Hadiah Juara Uil Bersama (Remaja Tunggal Putra) Orang 250.000
Hadiah Juara I (Ganda Dewasa Putra) Orang 1.000.000
Hadiah Juara Il {(Ganda Dewasa Putra) Orang 700.000
Hadiah Juara 11l Bersama (Ganda Dewasa Putra) Orang 250.000
Hadiah Juara I (Remaja Ganda Putra} Orang 500.000
Hadiah Juara Il (Remaja Ganda Putra) Orang 250.000
Hadiah Juara Il Bersama (Remaja Ganda Putra) Orang 150.000
Hadiah Juara I (Pemula Tunggal Putri} Orang 800.000
Hadiah Juara II {Pemula Tunggal Putri} Orang 500.000
Hadiah Juara 1If Bersama (Pemula Tunggal Putri) Orang 250.000
Hadiah Juara I {(Pemula Tunggal Putra) Orang 800.000
Hadiah Juara Il (Pemula Tunggal Putra) Orang 500.000
Hadiah Juara 1l Bersama (Pemula Tunggal Putra) Orang 250.000
Hadiah Juara I (Anak-Anak Tunggal Putri) Orang 800.000
Hadiah Juara !l (Anak-Anak Tunggal Putri} Orang 500.000
Hadiah Juara 11l Bersama {Anak-Anak Tunggal Putri} Orang 250.000
Hadiah Juara I {Anak-Anak Tunggal Putra) Orang 800.000
Hadiah Juara Il (Anak-Anak Tunggal Putra} Orang 500.000
Hadiah Juara [l Bersama (Anak-Anak Tunggal Putra) Orang 250.000
Hadiah Juara T (Usia Dini Tunggal Putra) Orang 800.000
Hadiah Juara II (Usia Dini Tunggal Putra) Orang 500.000
Hadiah Juara 111 Bersama {Usia Dini Tunggal Putra) Orang 250.000
Hadiah Juara [ {Usia Dini Tunggal Putri} Orang 800.000
Hadiah Juara II (Usia Dini Tunggal Putri) Orang 500.000
Hadiah Juara Il! Bersama (Usia Dini Tunggal Putri) Orang 250.000
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Lampiran | - Peraturan Bupati Simeulue

Nomor
Tanggal

STANDAR HARGA SATUAN KHUSUS YANG BERLAKU UNTUK
DINAS SYARI'AT ISLAM KABUPATEN SIMEULUE
TAHUN ANGGARAN 2023

: 30 Tahun 2023
:23 Juni
05 Dzuthijjah 1444 H

2023 M

BIAYA
NO URAIAN SATUAN TA 2023 KET
(Rp)
(1) [Z]] Ji] {4 {5)
1.40 |[DINAS SYARI'AT ISLAM
1.40.1 Biaya Pendidikan Pembinaan Qari-Qari'ah dan
Hafidz/ Hafidzah
- Biaya Administrasi Pemindahan Siswa Orang/ Kali 300.000
- luran SPP Peserta Pembinaan Orang/ Bulan 1.000.000
- Uang Saku Peserta pembinaan OB 1.000.000
- Biaya Transportasi Peserta dari kabupater: ke tempat pembinaan OK 250.000
- Biaya Penginapan Pembina disimeulue OH 250.000
- Uang saku Peserta diperjalanan OK 100.000
- Biaya Administrasi Kelulusan Peserta Pembinaan Orang/ Kali 500.000
- Biava Pendidikan furan Masuk Pesantren OK 10.000.000
- Biaya Administrasi Pemindahan Sekolah Siswa OK 700.000
- Biaya Transportasi ke sekolah tujuan peserta pembinaan OB 600.000
1.40.2 Biaya Maskan dan Min Qari-Qari'ah dan
Hafidz/ H ah
Biava Makan dan Minum Santri Orang/ Hari 27.000
1.40.3 Honorarlum Tenaga Didik Dayah/ Pesantren
Pimpinan Dayah oB 1.100.000
Guru oB 900.000
Pengasuh OB 800.000
Juru Masak oB 800.000
1.40.4 Honorarium Kegiatan Manasik Haji
Honorarium Narasumber Manasik Haji OoJ 750.000
1.40.5 Belanja Sosialisasi
- Transportasi Rombongan jamaah haji dari Hotel Ke Asrama Haji Kali 1.500.000
- Uang Saku Calon Jamaah Haji Ok 500.000
- Transportasi Laut Jamaah Haji Ok 152.000
- Penginapan Jamaah Haji dalam Perjalanan sebelum keasrama Ok 300.000
- Penginapan Peserta QOrang/kamar 175.000
1.40.7 Belanja S8ewa
Biaya Sewa Tempat pelatihan Butan 5.000.000
1.40.9 B a Sewa
Sewa Teratak Unit 750.000
1.40.10 Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya
Biaya Peuseujuk Kali 1.350.000
1.40.11 Pelaksanaan MTQ
Uang Saku MTQ Even Provinsi OH 100.000
Uang Transportasi MTQ Tingkat Provinsi OH 100.000
Dekorasi Mobil Hias unit 35.000.000
Sewa Genset Sedang Hari 750.000
Sewa Genset Besar Hari 1.500.000
Uang Saku Qari Nasional MTQ Aceh XXXVI Tahun 2023 OK 10.000.000
Sewa Tenda Stand (5X10 M} Unit 5.000.000
Biaya Jasa Layanan Media Lokal Media 3.000.000
Pembuatan Video MTQ Aceh XXXVI Tahun 2023 Video 5.000.000
g:)aér;)n Langsung TVRI (Opening & Closing Acara MTQ Aceh XXXVI Tahun Item 65.379.000
Berita Advertorial MTQ Aceh XXXVI Tahun 2023 di TVRI Item 709.290
Sewa Bandwidth Internet Paket 25.000.000
Sewa Kamera Profesional Unit / Hari 150.000
Jasa Operator Drone OH 350.000
Sewa Teratak, Piring Dan Bangku Set 3.500.000
Sewa Meja VVIP Unit 150.000
Sewa Kursi VVIP Buah 10.000
Sewa Mobil Kenderaan Roda 4 Hari 350.000
Uang Saku Instruktur Koreografi Tarian Massal MTQ Aceh XXXVI Tahun 2023 OH 50.000
Uang Saku Asisten Koreografi Tarian Massal MTQ Aceh XXXVI Tahun 2023 OH 50.000
Uang Saku Penari Massal MTQ Aceh XXXVI Tahun 2023 OK 750.000
Uang Saku Tim Obade MTQ Aceh XXXVI Tahun 2023 OK 600.000
Uang Saku Pelantun Salawat MTQ Aceh XXXVI Tahun 2023 OK 300.000
Jasa Make Up Orang 70.000
Sewa Colour Guard Angel Buah 200.000
Biaya Penginapan Hari 662.000 dibavarkan secara at cost
5(1)32);3 Transportasi Seksi Penerimaan Tamu Dan LO MTQ Aceh XXXVI Tahun Org 200.000
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05 Dzulhijjah 1444 H

STANDARISASI BELANJA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2023

BIAYA TA
N RAIAN SATUAN KET
o U 2023 (Rp)
1 2 ) > 10 11
1 |STANDARISAS] BELANJA BARANG DAN JASA
KEPERLUAN ~~ " \RI-HARI PERKANTORAN
1,1 Memibxi regawai di bawah 10 Orang SKPK/Thn 22.000.000
1,2 Memiliki Pegawai 10 sampai dengan 40 Orang SKPK/Thn 60.870.000 Biaya kebutuhan
1,3 Memiliki Pegawai lebih dari 40 Orang oT 1.530.000 | Ark.Cetak dan Foto
Copy, Alat Listrik dan
Elektronik, Benda Pos,
2 (ADMINISTRASI PENGADAAN JASA KONSTRUKSI DAN PENGADAAN iﬁﬂf?’;";’ﬁ:‘j”'
abar ng
BARANG LAINNYA Jjumlah berdasarkan
N . . _jumiah PNS dan Non
Biaya Alat Tulis Kantor, Penggandaan dan Dokumentasi NS di SKPK masing
a. Nilai Paket diatas Rp. 50 Juta sd. Rp. 200 Juta Paket 680.000 masing}
b. Nilai Paket diatas Rp. 200 Juta sd. Rp. 1 Miliar Paket 750.000
c. Nilai Paket diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 3 Miliar Paket 1.000.000
d. Nilai Paket diatas Rp. 3 Miliar sd. Rp. 10 Miliar Paket 1.500.000
e. Nilai Paket diatas Rp. 10 Miliar Paket 2.000.000
3 jADMINISTRASI \N JASA KONSULTANSI
Biaya Alat 1uns nantor dan Penggandaan
a. Nilai Paket diatas Rp. 50 Juta sd. Rp. 100 Juta Paket 300.000
b. Nilai Paket diatas Rp. 100 Juta sd. Rp. 500 Juta Paket 500.000
c. Nilai Paket diatas Rp. 500 Juta sd. Rp. 1 Miliar Paket 750.000
d. Nilai Paket diatas Rp. 1 Miliar sd. Rp. 3 Miliar Paket 1.000.000
4 |ALAT TULIS KANTOR KEGIATAN
Atau Max. 1,5%
4,1 Nilai Pagu Kegiatan sd. Rp 100 Juta Kegiatan 2.000.000 dari Pagu
Atau Max. 1 %
4,2 Nilai Pagu Kegiatan 100 Juta s.d 500 Juta Kegiatan 3.500.000 Pagu
4,3 Nilai Pagu Kegiatan diatas 500 Juta Kegiatan 7.500.000 | dar kegiatan
Catatan :
-Standar ATK Kegiatan tidak berlaku untuk Pengadaan ATK Bahan Pelatihan
-Panitia dan Kegiatan Spesifik lainnya berdasarkan Persetujuan TAPD
-Standar ATK Kegiatan tidak berlaku untuk Dinas/ Badan/ Kantor Pelayanan Publik
5 |SATUAN BIAYA DIKLAT KEPEMIMPINAN /STRUKTURAL
5,1 Diklat Lemhannas Paket 355.500.000
5,2 Diklat Pimpinan Tk. 11 Peserta 30.261.000
5,3 Dikiat Pimpinan Tk. III Peserta 27.900.000
5,4 Diklat Pimpinan Tk. 1V Peserta 27.400.000
6 |SATUAN BIAYA LATIHAN PRA JABATAN/ LATIHAN DASAR CPNSD
Golongan |, I dan III Peserta 11.900.000
7 [SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA PROGRAM GELAR/NON GELAR {PNS)
7.1 Program Diploma III dan Diploma IV/Strata I
a. Tugas Belajar
- DI OP 16.070.000
-D.AvV oP 17.010.000
- 8.1 OP 17.010.000
7.2 Program Strata 2/SP dan Strata 3/SP 2
a. Strata Pasca Sarjana Tugas Belajar OP 75.000.000
b. Dokter Spesialis Tugas Belajar oT 85.000.000
7.3 a. Program Penyelesaian (S.1) OP 10.000.000
b. Penyelesaian Pasca Sarjana (S.2) OP 20.000.000
c. Penyelesaian Program Doctor (S.3) OoP 25.000.000
d. Penyelesaian Dokter Spesialis OP 30.000.000
8 |SATUAN BIAYA MAKAN DAN MINUM, Terdiri dari
a. Makan dan Minum § Rapat/Pelatihan
- Nasi Katering OK 43.000 | Biaya makan minum
. pelatihan yang
- Nasi Kotak OK 30.000 dilaksakan di
- Nasi Bungkus OK 20.000 | Kabupaten Simeudue
- Snack OK 8.000 | sudah termasuk Pajak
. Makanar dan miruman
- Teh/Kopi OH 6.000
b. SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH OH 19.000 | Tambahan kepada

Tenaga Komputer,
petugas Laboratorium,
foto X-Ray, dan petuga:

beresiko lainnya




c. SATUAN BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN

- Pasien Rumah Sakit Org/hr 32.000
- Anak Asuhan (Panti) Org/hr 27.000
- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Org/hr 27.000
d. Balai Maulid Paket 8.000.000
e. SATUAN BIAYA ANAK PANTI ASUHAN
- Biaya Pendukung Pendidikan OB 300.000
- Biaya Kesehatan dan Kebersihan OB 300.000
9 |SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR
9,1 Inventaris Kantor Peg/Thn 80.000
9,2 Personal Komputer/Notebook Unit/Thn 730.000
9,3 Printer Unit/Thn 690.000
9,4 AC Split {termasuk pemasangan AC) Unit/Thn 610.000
9,5 Genset 20 KVA sampai dengan 50 KVA Unit/Thn 7.190.000
9,6 Genset 75 KVA Unit/Thn 8.640.000
9,7 Genset 100 KVA Unit/Thn 10.150.000
9,8 Genset 125 KVA Unit/Thn 10.780.000
9,9 Genset 150 KVA Unit/Thn 13.260.000
9,10 Genset 175 KVA Unit/Thn 14.810.000
9,11 Genset 200 KVA Unit/Thn 15.850.000
9,12 Genset 250 KVA Unit/Thn 16.790.000
9,13 Genset 275 KVA Unit/Thn 17.760.000
9,14 Genset 300 KVA Unit/Thn 20.960.000
9,15 Genset 350 KVA Unit/Thn 22.960.000
9,16 Genset 450 KVA Unit/ Thn 25.620.000
9,17 Genset 500 KVA Unit/Thn 31.770.000
9,18 Mesin Pompa Portable Unit/Thn 15.000.000
9,19 Mesin Pompa Air Apung Unit/Thn 1.500.000
9,20 Mesin Pemotong Chain Saw Unit/Thn 1.000.000
9,21 Mesin Pemotong Beton Unit/Thn 1.000.000
10 |SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS
10,1 Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Dinas Pejabat Daerah
a. Bupati/Wakil Bupati/Pimp. DPRK Unit/Thn 40.000.000
10,2 Operasional Kendaraan Dinas
a. Roda 4 Unit/Thn 20.000.000
b. Double Gardan Unit/Thn 21.875.000
c. Roda2 Unit/Thn 3.000.000
d. Rodab Unit/Thn 21.875.000
e. Speed Boat Unit/Thn 14.375.000
f. Ambulance Unit/Thn 28.750.000
g. Alat-Alat Berat Unit/Thn 37.500.000
h. Becak Sampah Unit/Thn 3.750.000
i. Kendaraan Operasional BUS Sekolah Unit/Thn 37.110.000
j. Kendaraan Dinas Operasional Patroli Unit/Thn 21.562.500
k. Kendaraan Dinas Operasional Pemadam Kebakaran Unit/Thn 25.156.250
I, Operasional Mesin Pemotong Rumput Khusus Potong Rumput Dorong Unit/ Thn 3.125.000
m. Operasional Mesin Pemotong Rumput Unit/Thn 3.125.000
10,3 Pemeliharaan Kendaraan yang bersifat rekondisi/ overhaul
a. Kenderaan Roda Empat Unit/Thn 23.000.000
b. Kenderaan Roda Enam/Ambulance Unit/Thn 28.750.000
c. Alat Berat Unit/Thn 34.500.000
10,4 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Daerah yang bersifat rekondisi/ overhaul
a. KDH Unit/Thn 45.000.000
b. WKDH/ Ketua DPRK Unit/Thn 40.000.000
c. Wakil Ketua DPRK Unit/Thn 23.000.000
11 |SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR
11,1 Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor Bertingkat M2/Tahun 170.000
11,2 Pemeliharaan Gedung/Bangunan Kantor tidak Bertingkat M2/Tahun 131.000
11,3 Pemeliharaan Halaman Gedung/Bangunan Kantor M2/Tahun 10.000
12 [SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN NON PEMERINTAH Perhari 1.0060.000
13 |SEWA GEDUNG KANTOR
13,1  Sewa Gedung Kantor type 1 Unit/Tahun 50.000.000
13,2  Sewa Gedung Kantor type 2 Unit/Tahun 35.000.000
14 |SEWA ALAT MUSIC/KEYBOARD Paket 1.500.000
15 {SEWA DEKORASI TEMPAT Paket 3.000.000
16 |SAT BIAYA SEWA KENDARAAN
Sewa kendaraan Pel x {egiatan Insidentil Per hari 930.000
17 |Biaya Hadiah Lomba
Hadiah yang Bersifat Perlombaan Pagu Kegiatan 10 Juta s.d 50 Juta
Juaral Org/Tim/Lomba 2.000.000
Juara {1 Org/Tim /Lomba 1.500.000
Juara [T Org/Tim/Lomba 1.000.000




Harapan Juara [ Org/Tin/Lomba 150.000
Harapan Juara Il Org/Tim/Lomba 600.000
Harapan Juara III Org/Tim/Lomba 500.000
Hadiah yang Bersifat Perlombaan Pagu Kegiatan 50 Juta s.d 100 Juta
Juara | Org/Tim/Lomba 5.000.000
Juara 11 Org/Tim/Lomba 4.000.000
Juara (11 Org/Tim/Lomba 2.500.000
Harapan Juara [ Org/Tim /Lomba 1.500.000
Harapan Juara I1 Org/Tim/Lomba 1.000.000
Harapan Juara [1I Org/Tim/Lomba 750.000
Hadiah yang Bersifat Perlombaan Pagu Kegiatan 100 Juta s.d 200 Juta
Juara | Org/Tim/Lomba 10.000.000
Juara II Org/Tim /Lomba 7.500.000
Juara 111 Org/Tim /Lomba 5.000.000
Harapan Juara [ Org/Tim/Lomba 2.500.000
Harapan Juara I Org/Tim/Lomba 1.500.000
Harapan Juara II1 Org/Tim/Lomba 1.000.000
Hadiah yang Bersifat Perlombaan Pagu Kegiatan di atas 200 Juta
Juara [ Org/Tim/Lomba 15.000.000
Juara I Org/Tim/Lomba 12.000.000
Juara It Org/Tim/Lomba 10.000.000
Harapan Juara [ Org/Tim/Lomba 7.500.000
Harapan Juara 11 Org/Tim/Lomba 5.000.000
Harapan Juara I Org/Tim/Lomba 2.500.000
18 |Biaya Perlen an Pelatihan/Peserta Sosialisasi dan Sejenisnya
Perienigkapan Pelatihan Peserta Paket 150.000 |Tas
Perlengkapan Pelatihan Peserta Paket 100.000 |Hand Bag
Perlengkapan Pelatihan Peserta Paket 50.000
19 |Biaya Paket Pe. an
Simeulue - Jakarta
J&T Kg 110.000
Wahana Kg 180.000
Reguler Kg 84.000
Siunit Kg 76.000
Tiki Reguler Kg 76.000
Pos Kilat Khusus Kg 65.000
Pos Jumbo Ekonomi Kg 65.000
Simeulue - Sumatera Utara
Reguler Kg 37.000
Tiki Reguler Kg 58.500
Pos Kilat Khusus Kg 30.000
Pos Jumbo Ekonomi Kg 30.000
J&T Kg 83.000
Simeulue - Banda Aceh
Reguler Kg 26.000
Tiki Reguler Kg 30.000
Paket HDS Kg 55.000
Pos Kilat Khusus Kg 20.000
Pos Jumbo Ekonomi Kg 20.000
J&T Kg 20.000
Biaya Pengepakan atau biaya Jasa Pengiriman/Ekpedisi OK 60.000
20 |Biaya Pajak, Bea dan Perizinan
Pajak Kendaraan Bermotor Roda 3 Tahun 500.000
Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua 125 CC
Sampai Tahun 2014 Tahun 320.000
Tahun 2015-2016 Tahun 330.000
Tahun 2017-2018 Tahun 340.000
Tahun 2019-2020 Tahun 350.000
Pajak Kendaraan Bermotor Roda Dua 150 CC
Sampai Tahun 2014 Tahun 395.000
Tahun 2015-2016 Tahun 565.000
Tahun 2017-2018 Tahun 575.000
Tahun 2019-2020 Tahun 580.000
Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat 1500 CC
Sampai Tahun 2014 Tahun 1.580.000
Tahun 2015-2016 Tahun 1.780.000
Tahun 2017-2018 Tahun 1.910.000
Tahun 2019-2020 Tahun 1.950.000
Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat 2000 CC
Sampai Tahun 2014 Tahun 2.200.000
Tahun 2015-2016 Tahun 2.350.000
Tahun 2017-2018 Tahun 2.995.000






























